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ABSTRAK 
 
MUTIARA CANDRA DEWI. E0015281. 2019. PERLINDUNGAN HUKUM 
TERHADAP PEKERJA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH 
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA SURAKARTA. 
Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan dan faktor-
faktor yang memperngaruhi pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja atas 
pemutusan hubungan kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota 
Surakarta.  
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Lokasi 
penelitian yaitu di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta. Jenis 
dan sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data 
melalui studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis data dilakukan dengan 
logika deduktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PHK diatur dalam Pasal 150 sampai 
Pasal 172 UU Ketenagakerjaan. Pengaturan mengenai PHK tersebut merupakan 
pelaksanaan dari Pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwa pembangunan 
ketenagakerjaan bertujuan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam 
mewujudkan kesejahteraan. Dimana perlindungan yang diberikan berupa 
perlindungan atas upah pesangon yang didapat oleh pekerja yang di PHK. 
Perlindungan tersebut juga termasuk perlindungan ekonomis seperti yang 
dikemukakan oleh Imam Soepomo. Selain itu, diketahui bahwa masih banyak 
PHK yang tidak dapat diselesaikan secara bipartit sehingga perlu peran dari Dinas 
Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta dalam proses tripartit/mediasi 
yang sebagian besar menghasilkan kesepakatan berupa Perjanjian Bersama dalam 
penyelesaiannya.Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan terhadap pekerja 
atas pemutusan hubungan kerja yaitu faktor hukum, faktor penagak hukum, faktor 
sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Yang termasuk 
faktor pendukung yaitu faktor hukum yang menjadi pedoman dalam penyelisaian 
perselisihan PHK dan faktor sarana dan fasilitas yang telah tersedia dan 
mendukung kelancaran pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja yang di PHK. 
Sedangkan yang termasuk faktor penghambat yaitu faktor penegak hukum yang 
dirasa jumlahnya masih kurang dan faktor masyarakat dalam hal ini pengusaha 
yang masih kurang bertanggugjawab dalam pemenuhan hak pekerja yang di PHK. 
 
 
 
 
Kata Kunci : Perlindungan hukum, Pekerja, Pemutusan Hubungan Kerja, 
Dinas Tenaga Kerja 
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ABSTRACT 
 
MUTIARA CANDRA DEWI. E0015281. 2019. LEGAL PROTECTION OF 
WORKERS FOR DECISION OF EMPLOYMENT RELATIONSHIP BY THE 
LABOR OFFICES AND INDUSTRY OF SURAKARTA CITY. 
 
This Purposes of this research is to determine the form of protection and 
the factors that influence the implementation of protection of workers for 
termination of employment by the Surakarta City Manpower and Industry Office. 
This study is a normative legal research that is prescriptive. The approach 
of this research is the statute approach. The research location is in the Surakarta 
City Manpower and Industry Office. The types and data sources of this study 
include primary data and secondary data. Techniques for collecting data through 
library studies and interviews. The data analysis technique is done by deductive 
logic. 
The results showed that layoffs are regulated in Article 150 to Article 172 
of the Manpower Act. The regulation regarding layoffs is the implementation of 
Article 4 letter c which states that labor development aims to provide protection 
to workers in realizing prosperity. Where protection is given in the form of 
protection for severance pay obtained by workers who are laid off. The protection 
also includes economic protection as stated by Imam Soepomo. In addition, it is 
known that there are still many layoffs that cannot be resolved bipartite so that 
the role of the Surakarta City Manpower and Industry Office is needed in a 
tripartite / mediation process which mostly results in an agreement in the form of 
a Joint Agreement in its resolution. Factors that influence the protection of 
workers for termination of employment are legal factors, law enforcement factors, 
facilities and facilities, community factors, and cultural factors. Which includes 
supporting factors, namely legal factors that guide the dissemination of layoff 
disputes and available facilities and facilities and support the smooth 
implementation of the protection of laid-off workers. Whereas those that include 
the inhibiting factors are law enforcement factors which are considered to be 
lacking in number and community factors in this case entrepreneurs who are still 
less responsible in fulfilling the rights of workers who are laid off. 
 
 
 
Keywords: Legal protection, Workers, Termination of Employment, Labor 
Office 
 
 
 
 vii 
 
MOTTO 
Bismillahirrahmanirrahim.... 
Dan Kamipun telah menurunkan bebanmu darimu, yang memberatkan 
punggungmu, dan Kami tinggikan sebutan (nama)mu bagimu. Sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan. 
(Qs : Al-Insyirah :2-6) 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum 
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.  
(Qs : Ar-Ra’d : 11) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
(QS. Al-Insyirah: 6) 
Ada tiga orang yang doanya tidak ditolak: Pemimpin yang adil, orang yang 
berpuasa ketika dia berbuka, doa orang yang terdzolimi” 
(HR Tirmidzi) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara hukum yang penyelenggaraan kekuasaan 
pemerintahannya berdasarkan hukum serta dalam melaksanakan tindakan apapun 
harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 
Hukum juga merupakan faktor yang membatasi kebebasan seseorang, supaya apa 
yang dilakukan tidak melanggar hak – hak orang lain. Hak adalah sesuatu yang 
seharusnya kita terima. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui 
pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh 
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi 
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (Elisa, 
2017:1-2). 
Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda untuk menjalankan 
kehidupannya. Salah satu upaya dalam pemenuhan kebutuhan hidup yaitu dengan 
bekerja. Baik bekerja dengan usaha sendiri maupun bekerja pada orang lain. 
Dengan bekerja, manusia juga dapat meningkatkan kesejahteraan dalam hidupnya. 
Manusia yang bekerja disebut dengan Pekerja. Menurut pasal 3 Undang-undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), 
pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 
imbalan dalam bentuk lain.  
Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 (UUD NRI tahun 1945) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak 
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berdasarkan pasal 
tersebut dapat dikatakan bahwa setiap warga negara Indonesia yang mau dan 
mampu bekerja, supaya dapat diberikan pekerjaan dan dengan pekerjaan tersebut 
mereka dapat hidup secara layak sebagai manusia yang mempunyai hak- hak yang 
perlu dilindungi oleh hukum. Maka dari itu ketenagakerjaan sangat berkaitan 
dengan kesejahteraan, kemakmuran, dan kelangsungan hidup manusia yang 
berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, dijamin oleh Undang-
Undang Dasar. 
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Dewasa ini seringkali dijumpai masalah dalam bekerja, salah satunya 
masalah Pemutusan Hubungaan Kerja (PHK). PHK merupakan masalah yang 
kompleks karena berkaitan dengan pengangguran dan kesempatan kerja. 
Berakhirnya hubungan kerja bagi tenaga kerja berarti kehilangan mata 
pencaharian yang berarti pula permulaan masalah pngangguran dengan segala 
akibatnya, sehingga untuk menjamin kepastian dan ketentraman hidup tenaga 
kerja seharusnya tidak ada PHK. Akan tetapi dalam kenyataannya pemutusan 
hubungan kerja tidak dapat dicegah (Sendju H. Manulang, 1988: 106-107). 
Seiring dengan peningkatan jumlah angkatan kerja dalam hubungan kerja dan 
kurang seimbangnya lapangan pekerjaan yang tersedia, maka masalah PHK 
menjadi penting karena menyangkut dengan kehidupan manusia. Selain itu 
masalah pemutusan hubungan kerja bukanlah hal sepele karena juga menyangkut 
hak-hak yang dimiliki oleh pekerja. Adanya faktor kepentingan pengusaha dan 
kepentingan pekerja yang memungkinkan adanya ketidakserasian antar kedua 
kepentingan, maka diperlukan suatu pejanjian kerja yang menyatukan kedua pihak 
agar tercapai tujuan bersama dan dapat menghindarkan dari masalah pemutusan 
hubungan kerja secara sewenang-wenang.  
PHK yaitu suatu keaadaan dimana buruh berhenti bekerja dari majikannya, 
baik karena berakhir demi hukum, diputus oleh buruh, diputus oleh majikan, 
maupun diputus oleh pengadilan (Darwan Prinst, 1994: 133). Hubungan kerja 
berakhir demi hukum, jika waktu ditetapkan dalam perjanjian atau peraturan 
majikan, atau dalam persetujuan atau jika tidak ada menurut ketentuan Pasal 1630 
e ayat (4) KUHPerdata. Karyawan yang terus menerus bekerja pada seorang 
majikan untuk tiga tahun berturut-turut, walaupun pekerjaan itu dilaksanakan 
dengan kontrak untuk setiap tahun, dianggap sebagai hubungan kerja yang 
berkelanjutan, sehingga apabila majikan memutuskan hubungan kerja, maka 
kepada buruh yang bersangkutan harus diberikan pesangon. Sedangkan hubungan 
kerja diputus oleh pengadilan artinya hubungan kerja itu tidak dapat diputuskan 
oleh salah saru pihak dengan begitu saja, kecuali atas persetujuan bersama. Maka 
dari itu PHK tersebut harus melalui pengadilan. 
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Pada praktiknya, PHK yang terjadi karena berakhirnya waktu yang telah 
ditetapkan dalam perjanjian kerja tidak menimbulkan masalah bagi pihak pekerja 
maupun perusahaan karena kedua pihak sudah saling mengetahui waktu 
berakhirnya hubungan kerja tersebut sehingga keduanya telah mempersiapkan diri 
dalam menghadapinya. Berbeda dengan PHK yang diakibatkan karena 
perselisihan maupun pailitnya perusahaan. PHK sering kali menimbulkan 
keresahan khususnya bagi para pekerja. Karena keputusan PHK ini akan 
berdampak buruk bagi kelangsungan hidup dan masa depan para pekerja yang 
mengalaminya. Jika dilihat dari segi ekonomis memiliki kedudukan yang lebih 
rendah jika dibandingkan dengan pengusaha. Selain itu PHK juga memberikan 
dampak psikologis, ekonomis, serta finansial bagi pekerja (Nurul, sahlan, & 
saharuddin, 2018). 
Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pihak pekerja/buruh yang 
mengalami PHK adalah upaya administratif yang penyelesaiannya dapat 
dilakukan melalui upaya bipartit yang dilakukan antara pekerja dan pengusaha 
sebagai pihak yang terikat dalam hubungan kerja. Apabila perundingan itu 
mencapai kesepakatan maka hasil persetujuan itu mempunyai kekuatan hukum 
yang tetap. Penyelesaian secara bipartit ditempuh melalui negosiasi dengan 
maksud menyelesaikan sengketa/konflik tanpa melibatkan pihak lain dengan 
tujuan mencari kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang harmonis lewat 
komunikasi dua arah. Upaya hukum secara mediasi dapat dilakukan untuk 
menyelesaikan konflik dengan bantuan pihak ketiga yang dapat diterima oleh para 
pihak , tidak berpihak dan netral dalam membantu secara sukarela para pihak yang 
berselisih untuk mencapai kesepakatan. Upaya lain yang dapat dilakukan dalam 
menyelesaikan perselisihan PHK ini adalah melalui konsiliasi. Upaya ini 
dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan sebagai penengah 
dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang 
berselisih dalam PHK secara damai. 
Penyelesaian kasus PHK memerlukan tata cara menurut perundang-
undangan yang berlaku agar dapat menciptakan suasana kemantapan, ketertiban, 
sehingga terwujudlah penyelesaian yang efektif, efesien, murah, dan adil dengan 
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dilandasi musyawarah mufakat antara para pihak yang berselisih. Dengan 
demikian, permasalahan ketenagakerjaan dapat diselesaikan dengan baik.  
Sebagaimana proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial, numun dalam kenyataanya masih banyak para 
pelaku proses produksi yaitu unsur pekerja serta pengusaha dan juga pemerintah, 
belum memahami secara lebih komprehensif. Hal tersebut bisa dimaklumi karena 
dalam sistem proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial saat ini dikenal 
beberapa lembaga baru yang bisa dilibatkan dalam penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial. Secara garis besar proses penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial dibagi dalam dua tahap yaitu tahap penyelesain di luar 
pengadilan dan tahap penyelesaian di dalam pengadilan. 
Proses penyelesaian PHK di luar pengadilan diawali dengan penyelesaian 
para pihak, yaitu penyelesain secara bipartit antara para pihak di tingkat 
perusahan. Jika cara ini tidak membuahkan hasil maka salah satu pihak atau kedua 
belah pihak bisa meminta bantuan jasa konsiliator. Dalam hal ini apabila para 
pihak tidak memilih konsiliator selama tujuh hari kerja yang tercatat pada instansi 
yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan di Kabupaten atau Kota, maka 
perselisihan mereka dapat ditangani oleh mediator dalam proses mediasi. 
Selanjutnya apabila di tingkat mediasi juga tidak tercapai kesepakatan, maka para 
pihak yang berpekara dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan 
Industrial pada Pengadilan Negeri Setempat.  
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk mebahas 
tentang bentuk perlindungan serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
perlindungan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Dalam 
penelitian ini penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah bentuk penulisan 
hukum (skripsi) yang berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas 
Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian 
Kota Surakarta. 
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B. Rumusan Masalah 
Demi memperjelas dalam identifikasi persoalan yang diteliti agar lebih terarah 
dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan serta dapat menjadi pedoman bagi 
tujuan dan manfaat penelitian dalam rangka mencapai kualitas penelitian yang 
diharapkan, maka penting bagi penulis untuk merumuskan permasalahan yang 
akan dibahas. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah :  
1. Bagaimana perlindungan pekerja atas pemutusan hubungan kerja yang 
dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta? 
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan pekerja 
atas pemutusan hubungan kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 
Kota Surakarta? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Suatu penelitian hukum merupakan proses mencari, mengkaji, menganalisis 
dan memperoleh fakta-fakta kebenaran terhadap segala permasalahan yang 
hendak diteliti berdasarkan dengan tujuan. Maka dalam penelitian ini, tujuan yang 
diharapkan dapat dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut: 
1. Tujuan Objektif 
a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan pekerja atas pemutusan 
hubungan kerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan 
Perindustrian Kota Surakarta. 
b. Untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
perlindungan pekerja atas pemutusan hubungan kerja oleh Dinas Tenaga 
Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta. 
2. Tujuan Subjektif 
a. Untuk memberikan informasi, pengetahuan dan wawasan kepada 
masyarakat pada umumnya dan penulis pada khususnya terkait dengan 
perlindungan terhadap pekerja yang mengalami pemutusan hubungan 
kerja. 
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b. Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh 
agar dapat memberikan manfaat bagi penulis serta dapat memberikan 
kontribusi yang positif pada perkembangan ilmu pengetahuan di bidang 
hukum. 
c. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana 
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk 
mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisanya berdasarkan 
pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian 
mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh 
fakta tersebut (Soerjono Soekanto, 2015: 43). 
Penulis berharap dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 
penulis maupun orang lain. Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
 
1. Manfaat Teoretis 
a. Dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum 
dalam bidang Hukum Administrasi Negara pada umumnya terutama 
mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja atas pemutusan 
hubungan kerja. 
b. Memperkaya referensi dan literatur sebagai acuan untuk 
melaksanakan penulisan sejenis yang selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Hasil Penelitian ini dapat memberikan jawaban terhadap 
permasalahan yang akan diteliti. 
b. Hasil dari penelitian ini nantinya dapat menambah referensi dan 
masukan pada penelitian selanjutnya. 
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c. Sebagai suatu sarana dalam menambah informasi bagi para pembaca 
terkait dengan perlindungan hukum terhadap pekerja atas pemutusan 
hubungan kerja. 
 
E. Metode Penelitian 
Penelitian hokum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah serangkaian 
kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten 
untuk memperoleh bahan hukum yang lengkap, dapat dipertanggungjawabkan 
secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Penelitian hukum 
merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, 
maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi 
(Peter Mahmud Marzuki, 2011:35). 
Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau 
disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal. Penelitian hukum doktrinal 
adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud 
Marzuki, kembali pada fungsi penelitian, adapun penelitian hukum (legal 
research) berusaha menentukan kebenaran koherensi, yaitu aturan hukum 
sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau 
larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang 
sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum ) atau 
prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014:47). 
 
2. Sifat Penelitian 
Sifat dari penelitian hukum ini adalah bersifat preskriptif. Ilmu hukum 
mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif yaitu 
dimaksudkan untuk memberi argumentasi atau hasil penelitian yang telah 
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dilakukan. Argumentasi ini dilakukan untuk memberikan preskriptif 
mengenai benar atau salah menurut hukum dihubungkan hasil penelitian. 
karena konsep dalam ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan 
prinsip hukum, antara aturan-aturan hukum serta koherensi antara tingkah 
laku (act) bukan perilaku individu dengan norma hukum (Peter Mahmud 
Marzuki, 2014:41). 
 
3. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan 
pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek 
mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-
pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan 
undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), 
pendekatan histroris (historical approach), pendekatan komparatif 
(comparative approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach) 
(Peter Mahmud Marzuki, 2014:133). 
Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah 
pendekatan undang-undang (statute approach). Pendekatan undang-undang 
dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 
bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Menurut Peter 
Mahmud Marzuki, dalam pendekatan undang-undang perlu memahami 
hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud 
Marzuki, 2014:134). 
 
4. Jenis dan Sumber Data Penelitian 
Secara umum, di dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang 
diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka (Soerjono 
Soekanto, 2015: 51). Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan jenis 
data sekunder. Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang 
diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap 
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literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi 
penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.  
Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan 
hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
1) Bahan hukum primer  
Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, berupa 
peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah: 
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketanagakerjaan 
c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelesaian 
perselisihan Hubungan Industrial. 
 
2) Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan 
penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat 
berupa rancangan jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari 
kalangan umum, dan buku-buku mengenai ketenagakerjaan.  
 
5. Teknik Pengumpulan Data 
a. Studi Kepustakaan 
Studi Kepustakaan merupakan kegiatan penelusuran bahan-bahan 
hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan 
atau bahan non hukum. Studi dokumen ini berguna untuk mendapatkan 
landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan 
peundang-undangan, dokumen laporan, arsipan hasil penelitian lainnya 
yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 
2014:21).  
b. Wawancara 
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Penelitian ini didukung dengan data yang dimintakan klarifikasi kepada 
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta. Klarifikasi 
dilakukan dengan wawancara. Wawancara dimaksudkan melakukan 
Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau 
narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. 
 
6. Teknik analisis Data 
Dalam hal teknik Analisis Data yang digunakan dalam penulisan 
hukum ini adalah teknik analisis data dengan logika deduktif. Penelitian 
hukum normative yang mengkaji system norma sebagai objek kajiannya 
dapat menggunakan logika deduktif dengan alat silogisme untuk membangun 
preskriptif kebenaran hukum. Proses penalaran ini akan selalu menempatkan 
kaidah hukum dalam peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, dan 
ajaran atau doktrin hukum sebagai premis mayor atau fakta peristiwa hukum 
sebagai premis minor. 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Guna memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai sistematika 
penelitian hukum, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. 
Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam 4 (empat) bab yang saling 
berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah 
sebagai berikut : 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Pada bab ini Penulis memberikan uraian mengenai : 
A. Latar Belakang; 
B. Rumusan Masalah; 
C. Tujuan Penelitian; 
D. Manfaat Penelitian; 
E. Metode Penelitian; dan 
F. Sistematika Penulisan Hukum.  
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
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Pada bab ini Penulis memberikan uraian tentang 
pengertian-pengertian hukum dari berbagai teori baik 
dalam tataran yuridis maupun doktrin dari berbagai ahli 
hukum. Teori-teori hukum yang Penulis uraikan 
bersumber dari derivative judul dan permasalahan hukum 
serta beberapa variable yang akan dijabarkan pada bab-
bab berikutnya. Penderivatifan tersebut dibagi dalam dua 
(2) jenis yaitu sebagai berikut : 
A. Kerangka Teori, meliputi tinjauan tentang : 
i. Perlindungan Hukum; 
ii. Tenaga Kerja; 
iii. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja; 
iv. Pemutusan Hubungan Kerja; 
v. Perselisihan Hubungan Industrial. 
B. Kerangka Pemikiran 
Dalam pemaparan ini, penulis mendeskripsikan logika 
dan paradigma berpikir (mindset) yang telah 
dikonstruksi dalam bentuk bagan. Hal ini dimaksudkan 
agar mudah memberikan pemahaman yang rasional 
terhadap masalah dan out put akhir dalam penelitian ini.  
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Perlidungan pekerja atas pemutusan hubungan kerja 
yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan 
Perindustrian Kota Surakarta 
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
perlindungan pekerja atas pemutusan hubungan 
kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 
Kota Surakarta 
BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini Penulis memberikan uraian secara global 
mengenai : 
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A. Simpulan; dan 
B. Saran 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori 
 
1. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum 
a. Teori Perlindungan Hukum 
Terdapat beberapa ahli yang menjelaskan mengenai perlindungan 
hukum, antara lain Satjipto Raharjo dan Fitzgerald.  Menurut Satjipto 
Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada 
hak asasi masnusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut 
diberikan pada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak 
yang diberikan oleh hukum (Satjipto Rahardjo, 2000: 53). 
Sedangkan Fitzgerald menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk 
mengkoordinasikan kepentingan masyarakat atau kepentingan tertentu 
dengan cara membatasi kepentingan lain pihak. Dimana hukum 
mempunyai otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan mana yang 
perlu dilindungi. Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum 
dan peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada 
dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan 
perilaku antar anggota masyarakat maupun antara prorangan dengan 
pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. 
Dari uraian para ahli diatas dapat dipahami bahwa perlindungan 
hukum merupakan gambaran bekerjanya fungsi hukum untuk 
mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian 
hukum. Perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum sesuai 
dengan aturan hukum baik secara preventif maupun represif, baik yang 
tertulis maputun tidak tertulis, dalam rangka menegakkan peraturan 
hukum. Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa 
terkecuali, dapat ditentukan dalam UUD NRI 1945, untuk itu setiap 
produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu 
memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan 
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mampu menangkapa aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang 
berkembang dimasyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang 
mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga 
negara. Oleh karena itu, setiap produk yang dihasilkan oleh badan 
legislatif harus mapu memberikan jaminan perlindungan hukum dan 
mampu menangkap aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di 
masyarakat. Hal tersebut disesuaikan dengan ketentuan mengenai 
persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara. 
Philipus M. Hadjon juga mengatakan bahwa perlindungan hukum 
bagi rakyat terhadap pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep 
tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena 
lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap 
hak asasi manusia menjadi sumber pembatasan-pembatasan dan 
peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah (Malahayati, 
2015:1-28). Perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah 
yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah 
lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan 
karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat 
represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam 
pengambilan dan pembuatan keputusanatas pelanggaran yang telah 
terjadi (M.Husein Marupey, 2017). 
Hukum hadir dalam masyarakat untuk mengkoordinasikan 
kepentingan-kepentingan yang dapat bersinggungan satu sama lain. 
Pengkoordinasian tersebut dilakukan dengan cara membatasi serta 
melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Sedangkan cara hukum 
melindungi kepentingan seseorang yaitu dengan memberikan kekuasaan 
untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian 
kekuasaan tersebut dilakukan secara terukur keluasannya (Satjipto 
Rahardjo, 2000: 53).  
Suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena 
ia dilindungi oleh hukum namun juga karena ada pengakuan terhadap itu. 
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Hak yang dimaksud tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan 
kepentingan tetapi juga unsur kehendak. Barkaitan dengan fungsi hukum 
dalam memberikan perlindungan, hukum dibutuhkan manusia 
berdasarkan produk penilaian manusia dalam menciptakan kondisi yang 
melindungi dan memajukan martabat manusia agar dapat menjalani 
kehidupan sesuai dengan harkat dan martabatnya (Lili & B., 1994: 64). 
b. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja 
Menurut Alexander (Alexander S. Madinda, 2014:766): Most 
employees are still in battle fighting for their own rights to management. 
Their hope is to get a greater bargaining position to bid for their low 
salary increases, to minimize discrimination in promotion, transfer, 
payment, or unfairly dismissed, to win participation in discussing matters 
that affect their interests. But instead all efforts and hopes end in vain. 
Employee rights are still violated, they have obtained very low collective 
bargaining power, their freedom of expression has been taken and they 
are left with their complaints and complaints. 
Imam Soepomo menyebutkan bahwa perlindungan hukum 
terhadap pekerja dikelompokkan menjadi tiga jenis perlindungan (Imam 
Soepomo, 2003: 164): 
1) Perlindungan ekonomis 
Perlindungan ekonomis yaitu perlindungan terhadap tenaga kerja 
yang berkaitan dengan penghasilan. Perlindungan ini meliputi usaha 
yang dilakukan untuk memberikan penghasilan yang cukup bagi 
kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Hal yang menjadi dasar 
yaitu mengenai imbalan kerja/upah yang didapat oleh pekerja. Dalam 
rangka memberikan perlindungan ekonomis, maka kebutuhan 
terhadap aturan tentang pengupahan menjadi penting.  
Pemerintah dalam hal ini berkepentingan menyelaraskan bentuk 
upah yang layak dengan menetapkan aturan tentang pengupahan 
melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang 
Pengupahan. Selain itu dalam Pasal 1 ayat (30) UU Ketenagakerjaan 
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juga telah menegaskan bahwa upah merupakan hak pekerja. Salah satu 
tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan sosial 
ekonomi kepada pekerja diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan 
program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdiri dari BPJS 
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Program jaminan terkait 
bidang ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS 
Ketenagakerjaan meliputi; Jaminan kecelakaan kerja; Jaminan hari 
tua; Jaminan pensiun; dan Jaminan kematian. 
2) Perlindungan sosial 
Perlindungan sosial yaitu perlindungan pekerja dalam bentuk 
jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat, dan hak untuk 
berorganisasi. Dalam Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan 
menyebutkan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk 
memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, 
moral, dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan 
martabat manusia serta nilai-nilai agama. Kesehatan kerja merupakan 
perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan 
kebebasan berserikat serta perlindungan hak untuk berorganisasi.  
Kesehatan kerja termasuk jenis perlindungan sosial karena 
berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, yaitu aturan-aturan yang 
bertujuan mengadakan pembatasan terhadap kekuasaan pengusaha 
untuk melakukan pekerja tanpa memperhatikan norma yang berlaku. 
Jaminan pemeliharaan kesehatan merupakan upaya penanggulangan 
dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, 
pengobatan, dan/atau perawatan. Pemeliharaan kesehatan 
dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga 
dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya 
kesehatan dibidang penyembuhan. Karena upaya penyembuhan 
memerlukan dana memberatkan jika dibebankan kepada perorangan 
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maka diupayakan penanggulangannya melalui program jaminan sosial 
tenaga kerja. 
3) Perlindungan teknis 
Perlindungan teknis yaitu perlindungan pekerja dalam bentuk 
keamanan dan keselamatan kerja. Keselamatan kerja merupakan 
segala upaya yang bertujuan untuk menyediakan perlindungan teknis 
bagi pekerja dari resiko kerja terkait penggunaan alat/mesin, material, 
jenis kerja, lokasi, waktu, dan kondisi tempat kerja selama masa kerja 
berlangsung. Perlindungan ini juga termasuk dalam ketersediaan 
sarana dan prasarana penunjang sebagai langkah antisipasi jika terjadi 
kecelakaan kerja. Cakupan perlindungan teknis sangat luas sebab 
sangat berkaitan dengan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja. 
Tujuan utama dari adanya perlindungan teknis yaitu terwujudnya 
keselamatan sepanjang hubungan kerja yang selanjutnya akan 
menciptakan perasaan aman dan nyaman bagi para pekerja untuk 
melaksanakan tugat dan pekerjaannya secara optimal tanpa perlu 
merasa takut ataupun khawatir akan terjadinya kecelakaan. Serta 
meskipun hal tersebut terlanjur terjadi, maka penanganannya dapat 
segera dilakukan. Keselamatan kerja tidak hanya memberikan 
perlindungan kepada pekerja,tetapi kepada pengusaha dan pemerintah 
(Abdul Kahfi, 2016).  
a) Bagi pekerja, dengan  adanya jaminan perlindungan keselamatan 
kerja akan menimbulkan suasana kerja yang aman sehingga 
pekerja dapat memusatkan perhatian pada pekerjaannya 
semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu mengalami 
kecelakaan kerja. 
b) Bagi pengusaha, dengan adanya pengaturan keselamatan kerja di 
dalam perusahaannya akan dapat mengurangi terjadinya 
kecelakaan yang dapat mengakibatkan pengusaha harus 
memberikan jaminan sosial. 
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c) Bagi pemerintah dan masyarakat, dengan adanya dan ditaatinya 
peraturan tentang keselamatan kerja, maka apa yang direncanakan 
pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat akan tercapai 
dengan meningkatnya produksi perusahaan baik kualitas maupun 
kuantitas. 
 
2. Tinjauan tentang Penegakan Hukum 
a. Pengertian Penegakan Hukum 
Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum merupakan suatu 
kegiatan kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan 
dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian 
penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan 
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsep yang mempunyai 
dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan 
tampak lebih konkrit. (Soekanto, 1983:7). Dalam pergaulannya manusia 
pada dasarnya mempunyai pandangan mengenai hal yang baik dan hal 
yang buruk. Penjabaran secara konkret diwujudkan dalam bentuk kaidah 
hukum yang berisi perintah maupun larangan. Kaidah tersebut yang 
menjadi dasar dan pedoman bagi perilaku yang dianggap pantas atau yang 
seharusnya.  
Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum merupakan suatu 
proses penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, 
kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum 
merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi 
kenyataan. (Satjipto Rahardjo, 2009:25). Pada hakekatnya penegakan 
hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan 
dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para 
penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi 
tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan 
hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. 
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Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa penegakan 
hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar 
kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan 
hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga 
karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar 
harus ditegakkan.  
b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 
Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor yang menunjang tujuan 
dari penegakan hukum tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-
faktor yang mempengaruhi penegakan huku, di Indonesia yaitu (Soerjono 
Soekanto, 1983:42): 
1) Faktor Hukum 
Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan 
berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti 
penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya 
sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Dalam 
penyelenggaraan hukum ada kalanya terjadi pertentangan antara 
kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi 
keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan 
kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan 
secara normatif. Maka penyelenggaraan hukum bukan hanya 
mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena 
penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian 
antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk 
mencapai kedamaian. 
2) Faktor Penegak Hukum 
Fungsi hukum, sikap, dan kepribadian aparat serta petugas penegak 
hukum memiliki peranan yang penting. Jika suatu peraturan sudah 
baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan menimbulkan 
masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam 
penegakan hukum adalah sikap atau kepribadian penegak hukum.  
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3) Faktor Sarana dan Fasilitas 
Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin 
penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau 
fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang 
berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang 
memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu 
tidak tepenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai 
tujuannya.  
4) Faktor Masyarakat 
Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 
mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang 
dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan 
hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai 
pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat sebagai 
warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap 
hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak 
memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan 
kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan 
Undang-Undang tersebut. 
5) Faktor Kebudayaan 
Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang 
sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar 
manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan 
menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. 
Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang 
perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus 
dilakukan, dan apa yang dilarang. Kebudayaan sistem hukum pada 
dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi 
abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa 
yang dianggap buruk (sehingga dihindari). 
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3. Tinjauan tentang Tenaga Kerja 
a. Pengertian Pekerja 
Pada awalanya sejak diadakan seminar Hubungan Perburuhan 
Pancasila pada tahun 1974, istilah buruh direkomendasikan untuk di 
ganti dengan istilah pekerja. Usulan penggantian ini didasari 
pertimbangan istilah buruh yang sebenarnya merupakan istilah teknis 
biasa saja, telah berkembang menjadi istilah yang kurang 
menguntungkan. Mendengar kata buruh orang akan membayangkan 
sekelompok tenaga kerja dari golongan bawah yang mengandalkan otot. 
Pekerjaan administrasi tentu saja tidak mau disebut buruh, disamping itu 
dengan dipengaruhi oleh paham marxisme, buruh dianggap satu kelas 
yang selalu menghancurkan pengusaha/majikan dalam perjuangan. Oleh 
karena itu, penggunaan kata buruh telah mempunyai motivasi yang 
kurang baik, hal ini tidak mendorong tumbuh dan berkembangnya 
suasana kekeluargaan, kegotongroyongan dan musyawarah untuk 
mencapai mufakat dalam perusahaan sehingga dirasakan perlu diganti 
dengan istilah baru. 
Untuk mendapatkan istilah baru yang sesuai dengan keinginan 
memang tidak mudah. Oleh karena itu, kita harus kembali dalam UUD 
NRI 1945 yang pada dasarnya Pasal 2 disebutkan, bahwa “yang disebut 
golongan-golongan ialah badan-badan seperti koperasi, serikat pekerja, 
dan lain-lain badan kolektif”. Jelas disini UUD 1945 menggunakan 
istilah “pekerja” untuk pengertian buruh. Oleh karena itu, disepakati 
penggunaan kata “pekerja” sebagai pengganti kata “buruh” karena 
mempunyai dasar hukum yang kuat (Hartono & Judiantoro, 2013:39).  
Berdasarkan ketentuang UU Ketenagakerjaan Pasal 1 angka (3) 
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pekerja/buruh adalah setiap 
orang yang bekerja dengan menerima upah atu imbalan dalam bentuk 
lain. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Republik Indonesia No 19 tahun 2012 tentang Syarat – 
Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan 
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Lain Pasal 1 angka (6) pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja 
pada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 
b. Pengertian Tenaga Kerja 
UU Ketenagakerjaam juga memberikan pengertian tentang tenaga 
kerja yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 bahwa tenaga kerja yaitu 
setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan 
barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 
untuk masyarakat. Pengertian tenaga kerja dalam UU Ketenagakerjaan 
tersebut telah menyempurnakan pengertian tentang tenaga kerja dalam 
Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok 
Ketenagakerjaan.  
Pengertian setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 
menghasilkan barang dan/ jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 
maupun untuk masyarakat dapat meliputi setiap orang yang bekerja 
dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain atau setiap orang 
yang bekerja sendiri dengan tidak menerima upah atau imbalan. Tenaga 
kerja meliputi pegawai negeri, pekerja formal, dan orang yang belum 
bekerja atau pengangguran. Dengan kata lain, pengertian tenaga kerja 
lebih luas dari pada pekerja/buruh (Asri Wijayanti, 2009:1). 
 Pengertian tentang tenaga kerja yang dikemukakan oleh Dr. 
Payaman Simanjuntak memiliki pengertian yang lebih luas dari pekerja. 
Pengertian tenaga kerja disini mencakup tenaga kerja yang sedang terkait 
dalam suatu hubungan kerja dan tenaga kerja yang belum bekerja. 
Sedangkan pengertian dari pekerja adalah setiap orang yang bekerja 
dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata 
lain, pekerja adalah tenaga kerja yang sedang dalam ikatan hubungan 
kerja (Hardijan Rusli, 2003:12-13). 
Tenaga kerja itu sendiri mencakup pekerja, pegawai negeri baik 
sipil maupun swasta, karyawan. Semua istilah tersebut mempunyai 
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maksud dan tujuan yang sama yaitu orang bekerja pada orang lain dan 
memperoleh upah sebagai imbalannya. 
Tenaga kerja merupakan istilah yang identik dengan istilah 
personalia, di dalamnya meliputi buruh. Buruh yang dimaksud adalah 
mereka yang bekerja pada usaha perorangan dan diberikan imbalan kerja 
secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah 
pihak, biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian. Selain itu 
juga, pengertian tenaga kerja menurut BPS (Badan Pusat Statistik) adalah 
salah satu moda bagi geraknya roda pembangunan. Jumlah dan 
komposisi tenaga kerja selalu mengalami perubahan seiring dengan 
berlangsungnya dinamika penduduk. Ketidakseimbangan antara jumlah 
angkatan dan lowongan kerja yang tersedia menyebabkan timbulnya 
masalah-masalah sosial. 
Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang berusia 15-
64 tahun atau jumlah penduduk dalam suatu negara yang dapat 
memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja 
mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut 
(Fatkhul Muin, 2015). 
c. Pengertian Pemberi Kerja 
Berdasarkan kententuan UU Ketenagakerjaan Pasal 1 angka (4) 
pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau 
badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan 
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Adanya istilah 
“perseorangan” dalam pengertian pemberi kerja oleh UU 
Ketenagakerjaan ini tampaknya memberikan nuansa baru dalam 
ketenagakerjaan. 
Berdasarkan Pasal 1 angka (5) UU Ketenagakerjaan pengusaha 
adalah:  
a) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; 
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b) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara 
berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; 
c) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di 
Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 
1 dan 2 yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 
 
4. Tinjauan tentang Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja 
Hak–hak dan kewajiban tenaga kerja didalam ruang lingkup UU 
Ketenagakerjaan terdiri dari:  
1) Hak-hak  Tenaga Kerja 
a) Pasal 5 Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa 
diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan; 
b) Pasal 6 Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama 
tanpa diskriminasi dari pengusaha; 
c) Pasal 11 Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau 
meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai 
dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja; 
d) Pasal 12 ayat (3) Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama 
untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya; 
e) Pasal 18 ayat (1) Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan 
kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang 
diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga 
pelatihan kerja swasta atau pelatihan ditempat kerja; 
f) Pasal 23 Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan 
berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan 
atau lembaga sertifikasi; 
g) Pasal 31 Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang 
sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan 
memperoleh penghasilan yang layak didalam atau diluar negeri; 
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h) Pasal 67 Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang 
cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan 
derajat kecacatannya; 
i) Pasal 78 ayat (2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi 
waktu kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1) wajib 
membayar upah kerja lembur; 
j) Pasal 79 ayat (1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti 
kepada pekerja;  
k) Pasal 80 Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya 
kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh 
agamanya; 
l) Pasal 82 Pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selam 1,5 
(satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 
(Satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan 
dokter kandungan atau bidan;  
m) Pasal 84 Setiap pekerja yang menggunakan hak waktu istirahat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, c, dan d, 
Pasal 80 dan Pasal 82 berhak mendapatkan upah penuh; 
n) Pasal 85 ayat (1) Pekerja tidak wajib bekerja pada hari-hari libur 
resmi; 
o) Pasal 86 ayat (1) Setiap pekerja mempunyai Hak untuk memperoleh 
perlindungan atas : Keselamatan dan kesehatan kerja, Moral dan 
kesusilaan, dan Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat 
manusia serta nilai-nilai agama; 
p) Pasal 88 Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang 
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;  
q) Pasal 90 Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah 
minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89; 
r) Pasal 99 ayat (1) Setiap pekerja dan keluarganya berHak untuk 
memperoleh jaminan sosial tenaga kerja; 
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s) Pasal 104 ayat (1) Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi 
anggota serikat pekerja; 
t) Pasal 137 Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja dan serikat pekerja 
dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya 
perundingan; 
u) Pasal 156 ayat (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, 
pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan uang 
penghargaan masa kerja serta uang pengganti hak yang seharusnya 
diterima. 
2) Kewajiban tenaga kerja  
a) Pasal 102 ayat (2) Dalam melaksanakan hubungan industrial, 
pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan 
pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi 
kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrasi, 
mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut 
memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan 
anggota beserta keluarganya;  
b) Pasal 126 ayat (1) Pengusaha, serikat pekerja dan pekerja wajib 
melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama. 
Pengusaha dan serikat pekerja wajib memberitahukan isi perjanjian 
kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja; 
c) Pasal 136 ayat (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial 
wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja 
secara musyawarah untuk mufakat; 
d) Pasal 140 ayat (1) Sekurang kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari 
kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja dan serikat 
pekerja wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha 
dan instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan 
setempat. 
 
Sedangkan Hak dan Kewajiban pemberi kerja yaitu: 
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1) Hak pemberi kerja 
a) Berhak sepenuhnya atas hasil kerja pekerja; 
b) Berhak atas ditaatinya aturan kerja oleh pekerja, termasuk 
pemberian sanksi; 
c) Berhak melaksanakan tata tertib kerja yang telah dibuat oleh 
pengusaha. 
2) Kewajiban pemberi kerja  
a) Memberikan ijin kepada buruh untuk beristirahat, menjalankan 
kewajiban menurut agamanya; 
b) Dilarang memperkerjakan buruh lebih dari 7 jam sehari dan 40 
jam seminggu, kecuali ada ijin penyimpangan;  
c) Tidak boleh mengadakan diskriminasi upah laki/laki dan 
perempuan; 
d) Bagi perusahaan yang memperkerjakan 25 orang buruh atau 
lebihwajib membuat peraturan perusahaan;  
e) Wajib membayar upah pekerja pada saat istirahat/libur pada 
hari libur resmi; 
f) Wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada 
pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus 
menerus atau lebih;  
g) Wajib mengikutsertakan dalam program Jamsostek. 
 
5. Tinjauan tentang Pemutusan Hubungan Kerja 
a. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja 
Dalam kehidupan sehari-hari pemutusan hubungan kerja antara 
buruh dengan majikan (pengusaha) lazimnya dikenal dengan dengan 
PHK atau pengakhiran hubungan kerja, yang dapat terjadi karena telah 
berakhirnya waktu tertentu yang telah disepakati atau diperjanjikan 
sebelumnya dan dapat pula terjadi karena adanya perselisihan antara 
buruh dan majikan, meninggalnya buruh atau karena sebab lainya. UU 
Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (25) menjelaskan bahwa pemutusan 
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hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena satu hal 
tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara 
buruh/pekerja dan pengusaha. 
Menurut Imam Soepomo PHK merupakan permulaan dari segala 
pengakhiran, permulaan dari berakhirnya dari mempunyai pekerjaan, 
permulaan dari berakhirnya kemampuan membiayai keperluan hidup 
sehari-hari baginya dan keluarganya, permulaan dari berakhirnya 
kemampuan menyekolahkan anak dan sebagainya (Imam Soepomo, 
2003:115-116). 
 Pemutusan kerja bagi pihak buruh dapat memberikan pengaruh 
psikologis, ekonomis, finansial sebab: 
a) Dengan adanya pemutusan hubungan kerja, bagi buruh telah 
kehilangan mata pencaharian; 
b) Untuk mencari pekerjaan yang baru sebagai penggantinya, harus 
banyak mengeluarkan biaya (keluar masuk perusahaan, di samping 
biaya-biaya lain seperti pembuatan surat-surat untuk keperluan 
lamaran dan foto copy surat-surat lain); 
c) Kehilangan biaya hidup untuk diri dan keluarganya sebelum 
mendapat pekerjaan yang baru sebagai penggantinya. 
 
Mengenai PHK itu sendiri secara khusus juga diatur dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial (UU PPHI). Dengan berlakukan UU PPHI tersebut, 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan 
Kerja di Perusahaan Swasta dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 
tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P3) dinyatakan tidak 
berlaku lagi. Namun, untuk peraturan pelaksanaan kedua undang-undang 
tersebut masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 
PPHI. Istilah sengketa yang digunakan dalam UU PPHI adalah 
perselisihan atau perselisihan hubungan industrial. 
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b. Jenis Pemutusan Hubungan Kerja 
Macam-macam PHK ada empat menurut UU Ketenagakerjaan yaitu: 
1) PHK yang Dilakukan oleh Pengusaha  
PHK ini dapat terjadi dalam hal: 
a) Pekerja atau buruh melakukan kesalahan berat (Pasal 158 ayat (1) 
UU Ketenagakerjaan) yaitu kesalahan berat yang dilakukan 
pekerja; 
b) Pekerja atau buruh melanggar disiplin (Pasal 161 UU 
Ketenagakerjaan); 
Dalam suatu hal apabila pekerja atau buruh melakukan 
pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam perjanjian 
kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, 
pengusaha dapat melakukan PHK kepada pekerja atau buruh yang 
bersangkutan setelah diberikan peringatan pertama, kedua dan 
ketiga secara berturut-turut. Dalam hal Surat peringatan 
diterbitkan secara berurutan maka Surat peringatan pertama 
berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan. 
c) Terjadinya perubahan status penggabungan penutupan perusahaan 
atau pailit (Pasal 163 dan 165 UU Ketenagakerjaan); 
Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja/ buruh 
dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, 
atau perubahan kepemilikian perusahaan apabila pekerja atau 
buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja maka pekerja 
atau buruh yang bersangkutan berhak atas uang pesangon sebesar 
satu kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan 
masa kerja sebesar satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang 
penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU 
Ketenagakerjaan. Sebaliknya apabila pengusaha menolak pekerja/ 
buruh untuk bekerja atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali 
ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penhargaan masa kerja 1 (satu) 
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kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak 
sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. 
d) Perusahaan tutup; 
Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja atau 
buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan 
mengalami kerugian terus-menerus selama dua tahun atau 
keadaan memaksa (forsemajeur) dengan ketentuan pekerja atau 
buruh berhak uang atas pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai 
ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 
sebesar satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang 
penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU 
Ketenagakerjaan. Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud di 
atas harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun 
terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. 
e) Perusahaan melakukan efisiensi; 
Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja atau 
buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 
selama dua tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan 
memaksa (forsemajeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi 
maka pekerja atau buruh berhak atas uang pesangon sebesar dua 
kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 
sebesar satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang 
penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU 
Ketenagakerjaan. 
f) Pekerja mangkir lima hari kerja berturut-turut (Pasal 168 UU 
Ketenagakerjaan). 
Pekerja atau buruh yang mangkir selama lima hari kerja 
atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang 
dilengkapi bukti yang sah dan telah di panggil dua kali secara 
patut dan tertulis dapat diputuskan hubungan kerjanya karena 
dikualifikasikan mengundurkan diri. Keterangan tertulis dengan 
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bukti yang sah sebagaimana dimaksud di atas harus diserahkan 
paling lambat pada hari pertama pekerja/ buruh masuk bekerja. 
PHK sebagaimana dimaksud diatas pekerja/ buruh yang 
bersangkutan menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan 
Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan 
pelaksanaanya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan 
perusahaan atau perjanjian kerja bersama. 
2) PHK atas Permintaan Pekerja atau Buruh 
Pekerja atau buruh mengundurkan diri  diatur dalam Pasal 162 UU 
Ketenagakerjaan. Bagi pekerja atau buruh yang mengundurkan diri atas 
kemauan sendiri yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan 
pengusaha secara tidak langsung. Selain menerima uang penggantian hak 
sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) juga diberikan uang pisah yang 
besarnya dan pelaksanaanya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan 
perusahaan atau perjanjian kerja bersama.  
Selain itu pekerja atau buruh dapat mengajukan putusan hubungan 
kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan industrial dalam hal 
pengusaha melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 
UU Ketenagakerjaan. 
3) PHK yang putus demi hukum 
PHK yang putus demi hukum meliputi:  
a)  PHK karena pensiun (Pasal 167 UU Ketenagakerjaan); 
Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja atau 
buruh karena memasuki usia pensiun. Apabila pengusaha telah 
menyertakan pekerja atau buruh dalam progam pensiun yang 
iuranya dibayar penuh oleh pengusaha maka pekerja atau buruh 
tidak berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa 
kerja dan uang penggantian hak. Apabila besarnya jaminan atau 
manfaat pensiun yang diterima sekaligus dalam progam pensiun 
ternyata lebih kecil dari jumlah uang pesangon dua kali ketentuan 
Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja sesuai 
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ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai 
ketentuan Pasal 156 ayat (4) maka pengusaha wajib membayar 
kekuranganya. 
b) Pekerja karena meninggal dunia (Pasal 166 UU Ketenagakerjaan). 
Dalam hal hubungan kerja berakhir dalam hal pekerja atau 
buruh meninggal dunia maka pengusaha memberikan kepada ahli 
warisnya sejumlah uang yang perhitunganya sama dengan dua kali 
uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), satu kali uang 
penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan 
uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).  
4) PHK yang Dilakukan oleh Pengadilan, akibat adanya tindak pidana tetapi 
bukan atas pengaduan pengusaha (Pasal 160 UU Ketenagakerjaan) 
Dalam hal pekerja atau buruh di tahan pihak berwajib karena 
diduga melakukan tindakan pidana bukan atas pengaduan pengusaha 
maka pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan 
bantuan kepada keluarga pekerja atau buruh yang menjadi tanggunganya 
dengan ketentuan sebagai berikut:  
a) Untuk satu orang tanggungan 25 % dari upah; 
b) Untuk dua orang tanggungan 35 % dari upah; 
c) Untuk tiga orang tanggungan 45 % dari upah; 
d) Untuk empat orang tanggungan 50 % dari upah. 
 
Keluarga pekerja atau buruh yang menjadi tanggungan adalah 
istri atau suami, anak atau orang yang sah yang menjadi tanggungan 
pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja peraturan perusahan atau 
perjanjian kerja bersama. Bantuan sebagaimana di maksud diberikan 
untuk paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak hari pertama pekerja 
atau buruh di tahan oleh pihak berwajib. 
c. Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja 
Menurut Abdul Khakin dalam bukunya menyatakan bahwa 
prosedur pemutusan hubungan kerja adalah sebagai berikut :  
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1) Sebelumnya semua pihak yaitu pengusaha, pekerja, dan serikat 
pekerja harus melakukan upaya untuk meenghindari terjadinya PHK;  
2) Bila tidak dapat dihindari, pengusaha dan serikat pekerja atau 
pekerja mengadakan perundingan bersama;  
3) Jika perundingan berhasil, maka dibuat persetujuan bersama;  
4) Bila perundingan tidak berhasil, pengusaha mengajukan permohonan 
penetapan disertai dasar dan alasan-alasanya kepada lembaga 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial;   
5) Selama belum ada penetapan/putusan dari lembaga penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial, kedua pihak tetap melaksanakan 
segala kewajiban masing-masing, dimana pekerja/buruh tetap 
menjalankan pekerjaanya dan pengusaha membayar upah (Abdul 
Khakim, 2003:115). 
 
 Pemutusan hubungan kerja terpaksa dilakukan apabila upaya-upaya 
tersebut diatas tidak berhasil memperbaiki keadaan perusahaan, maka 
pengusaha terpaksa melakukan PHK dengan cara (Abdul, 2003:115):  
1) Harus diadakan perundingan dan penjelasan tentang keadaan 
perusahaan secara riil kepada serikat pekerja/serikat buruh;  
2) Bersama serikat pekerja/serikat buruh merumuskan jumlah dan 
kriteria pekerja yang diputus hubungan kerjanya;  
3) Merundingkan persyaratan dalam melakukan pemutusan hubungan 
kerja secara terbuka dan dilandasi itikad baik;  
4) Setelah persyaratan PHK telah disetujui bersama, kemudian 
dilakukan sosialisasi agar dapat diketahui oleh seluruh pekerja/buruh 
sebagai dasar diterima tidaknya syarat-syarat tersebut.  
5) Bila ada persetujuan dari masing-masing pekerja/buruh, ditetapkan 
prioritas pelaksanaan pemutusan hubungan kerja secara bertahap. 
6) Pada saat penyelesaian PHK dibuat persetujuan bersama, dengan 
menyebutkan besarnya uang pesangon. 
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Dalam Pasal 150 UU Ketenagakerjaan dijelaskan Ketentuan 
mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini meliputi 
pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan 
hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau 
milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun 
usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan 
mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam 
bentuk lain.  
Dalam Pasal 151 UU Ketenagakerjaan : 
(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan 
pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan 
terjadi pemutusan hubungan kerja.  
(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan 
hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan 
hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat 
pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila 
pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat 
pekerja/serikat buruh.  
(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya 
dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah 
memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial. 
 
Pasal 152 UU Ketenagakerjaan: 
(1) Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara 
tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya. 
(2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 
diterima oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial 
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apabila telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 
ayat (2). 
(3) Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat 
diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial jika ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja 
telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan 
kesepakatan. 
 
6. Tinjauan tentang Perselisihan Hubungan Industrial 
a. Pengertian Perselisihan Hubungan Industrial 
Dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (22) yang dimaksud 
Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang 
mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha 
dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena 
adanya perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar 
serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. 
Demikian pula dapat diketahui bahwa perselisihan hubungan 
industrial meliputi: 
a) Perselisihan hak: misalnya berhubungan dengan Penyusunan Syarat 
Kerja dan Kondisi Kerja Baru, tuntutan atau usulan pekerja atau 
buruh atau Serikat Pekerja atau Serikat Buruh mengenai Jaminan 
Kerja, Kenaikan Upah Tunjangan atau Perbaikan Syarat Kerja dan 
Kondisi Kerja lainya.  
b) Perselisihan kepentingan: misalnya berhubungan dengan hak-hak 
pekerja yang sudah diatur secara jelas dalam peraturan 
perundangundangan yang berlaku untuk ditetapkan oleh Pegawai 
Pengawas pada Instansi bertanggung jawab dibidang 
ketenagakerjaan dan Mediator menyelesaikan hak-hak yang diatur 
didalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja 
Bersama. 
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c) Perselihan PHK: misalnya alasan penyebab PHK, Kompensasi 
akibat PHK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
d) Perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu 
perusahaan: misalnya Jumlah Keanggotaan, iuran anggota, hak 
berunding dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama, hak 
mewakili dalam kelembagaan, kewajiban melindungi dan membela 
anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan 
kepentinganya. 
b. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
Dalam UU PPHI penyelesaian secara wajib dimulai dengan 
bipartit (perundingan antar kedua belah pihak yang berselisih). Kalau 
perundingan tersebut tidak selesai, baru dilanjutkan secara mediasi oleh 
seorang mediator yang ada di kantor yang bertanggung jawab dibidang 
ketenagakerjaan. Kemudian kalau juga tidak selesai, salah satu pihak 
dapat mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. 
Terdapat beberapa cara melakukan penyelesaian hubungan 
industrial, sebagai berikut: 
1) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Bipartit 
Pasal 3 UU PPHI menentukan bahwa setiap perselisihan 
hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaianya terlebih 
dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk 
mencapai mufakat. 
Undang-Undang telah menentukan secara tegas bahwa setiap 
perselisihan yang terjadi (perselisihan hak, perselisihan kepentingan 
dan perselisihan PHK dan perselisihan antar serikat pekerja) antar 
pekerja dan pengusaha wajib hukumnya untuk diselesaikan sendiri 
oleh pihak-pihak yang berselisih, yaitu secara bipartit sebelum 
menempuh jalur penyelesaian yang lainya sebab tanpa adanya 
campur tangan dari pihak yang lain sehingga dapat hasil yang 
menguntungkan kedua belah pihak (Ugo & Pujiyono, 2011:54).  
Penyelesaian perselisihan melalui bipartit harus mampu diselesaikan 
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paling lama 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. 
Apabila pada jangka waktu tersebut belum mencapai kesepakatan, 
perundingan bipartit dianggap gagal. Dalam hal penyelesaian secara 
bipartit tersebut gagal, salah satu pihak atau kedua belah pihak 
mencatatkan perselisihanya kepada instansi yang bertanggung jawab 
dibidang ketenagakerajaan setempat dengan melampirkan bukti 
bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui bipartit telah dilakukan. 
2) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrian Melalui Mediasi 
Perselisihan hubungan industrial yang bisa diselessaikan 
melalui mediasi adalah semua jenis perselisihan hubungna industrial 
yang dikenal dalam UU PPHI. Perselisihan hubungan industrial 
tersebut diselesaikan melalui musyawarah dengan ditengahi oleh 
seorang atau lebih mediator yang netral. Mediator harus 
menyelesaikan tugasnya paling lama 30 hari kerja sejak tanggal 
permintaan penyelesaian perselisihan (Irawan, 2013:370-384). 
3) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Perindustrian Melalui 
Konsiliasi 
Konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau 
lebih konsiliator yang netral. Prosedur konsiliasi tidak berbeda 
dengan mediasi, yaitu menyelesaikan perselisihan diluar pengadilan 
untuk tercapainya kesepakatan, menyangkut perselisihan 
kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau 
perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu 
perusahaan oleh konsiliator. Konsiliator berwenang untuk 
menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan 
hubungan kerja atau perselisihan antar serikat oekerja/buruh dalam 
satu perusahaan, yang hanya bisa dilakukan setelah para pihak yang 
berselisih mengajukan permintaan penyelesaian secara tertulis 
kepada konsiliator yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak dan 
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telah dilegitimasi pada wilayah kerjanya yang meliputi tempat 
pekerja/buruh pekerja.  
4) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Arbitrasi 
Upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui 
arbitrase juga merupakan salah satu alternatif, artinya upaya ini sama 
dengan konsiliasi yang bersifat pilihan sukarela (voluntary), bukan 
wajib (mandatory). Penyelesaian melalui arbitrase dilakukan oleh 
arbiter atas dasar kesepakatan parah pihak yang berselisih. Lingkup 
penyelesaian melalui arbitase mencakup hanya dua jenis perselisihan 
hubungan industri, yaitu perselisihan kepentingan, dan perselisihan 
antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Jangka waktu upaya 
penyelesaian melalui arbitrase paling lama tiga puluh hari kerja sejak 
penandatanganan surat perjanjian penunjukan arbiter.  
5) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan  
Yang dimaksud dengan penyelesaian melalui pengadilan 
adalah pengadilan hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam 
UU PPHI. Pengadilan hubungan industrial merupakan cara terakhir 
yang dapat ditempuh oleh parah pihak dalam penyelesaian hubungan 
industrial, jika dengan cara perundingan bipartit, konsiliasi, atau 
arbitrase dan mediasi tidak berhasil dicapai kata mufakat, maka 
langkah terakhir adalah melalui pengadilan hubungan industrial. 
Penyelesaian perselisihan melalui pengadilan hubungan industrial 
pada UU PPHI diatur dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 115. 
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B. Kerangka Berpikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan 
Dinas Tenaga Kerja Dan 
Perindustrian Kota Surakarta 
Tenaga Kerja Pemberi Kerja 
Perjanjian Kerja 
Hubungan Kerja 
Pemutusan Hubungan  
Kerja 
Oleh 
Pengadilan 
Demi 
Hukum 
Permintaan Pekerja Oleh Pengusaha 
Pelaksanaan PHK 
Hak Dan Kewajiban 
Kepastian Hukum/ Keadilan/ Manfaat 
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Keterangan: 
 
Bagian kerangka pemikiran tersebut menjelaskan alur berpikir penulis 
dalam menyusun penelitian hukum ini. Dalam menjalani hidupnya, manusia 
memerlukan berbagai macam kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang 
beragam yaitu dengan cara bekerja. Hubungan kerja terjadi karena adanya 
perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Namun dewasa ini seringkali 
dijumpai masalah dalam bekerja, salah satunya masalah Pemutusan Hubungaan 
Kerja atau PHK. Pemutusan hubungan kerja merupakan masalah yang kompleks 
karena berkaitan dengan pengangguran dan kesempatan kerja. Pemutusan 
Hubungan Kerja diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Pemutusan hubungan kerja 
(PHK) yaitu suatu keaadaan dimana buruh berhenti bekerja dari majikannya, baik 
karena berakhir demi hukum, diputus oleh buruh, diputus oleh majikan, maupun 
diputus oleh pengadilan. Dalam pelaksanaan pemutusan hubungan kerja, masih 
ada beberapa masalah seperti perselisihan pemutusan hubungan kerja. Proses 
penyelesaiannya diatur berdasarkan UU PPHI tentang penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial, numun dalam kenyataanya masih banyak para pelaku proses 
produksi yaitu unsur pekerja serta pengusaha dan juga pemerintah, belum 
memahami secara lebih komprehensif. Hal tersebut bisa dimaklumi karena dalam 
sistem proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial saat ini dikenal 
beberapa lembaga baru yang bisa dilibatkan dalam penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial.  
Secara garis besar proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial 
dibagi dalam dua tahap yaitu tahap penyelesain di luar pengadilan dan tahap 
penyelesaian di dalam pengadilan. Proses penyelesaian PHK di luar pengadilan 
diawali dengan penyelesaian para pihak, yaitu penyelesain secara bipartit antara 
para pihak di tingkat perusahan. Jika cara ini tidak membuahkan hasil maka salah 
satu pihak atau kedua belah pihak bisa meminta bantuan jasa konsiliator. Dalam 
hal ini apabila para pihak tidak memilih konsiliator selama tujuh hari kerja yang 
tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan di 
Kabupaten atau Kota seperti Dinas Tenaga Kerja, maka perselisihan mereka dapat 
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ditangani oleh mediator dalam proses mediasi. Selanjutnya apabila di tingkat 
mediasi juga tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak yang berpekara dapat 
mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri 
Setempat.  
Maka dari itu, penulis mencoba untuk mencaritahu peran serta bentuk 
perlindungan apa saja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 
Kota Surakarta terhadap pekerja atas pemutusan hubungan kerja, termasuk proses 
serta faktor pelaksanaan pemutusan hubungan kerja dan penyelesaian 
perselisihannya. Sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaan tersebut sudah 
sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah sesuai dengan hak dan kewajiban 
pekerja yang diatur serta mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat 
bagi pekerja. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. HASIL PENELITIAN 
1. Bentuk Perlindungan Terhadap Pekerja atas Pemutusan Hubungan 
Kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta 
Pengumpulan data dan informasi mengenai bentuk perlindungan 
terhadap pekerja atas pemutusan hubungan kerja oleh Dinas Tenaga Keja 
dan Perindustrian Kota Surakarta penulis lakukan dengan mengadakan 
wawancara dengan Bapak Toto Santosa, selaku pembimbing penelitian 
yang ditunjuk oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta.  
Berdasarkan hasil wawancara (3 Desember 2018) yang dilakukan 
dengan Bapak Toto Santosa, didapatkan data dan informasi bahwa PHK 
sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1 UU Ketenagakerjaan 
bahwa pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja  
karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan 
kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Sehingga dengan adanya 
PHK maka hubungan hak dan kewajiban antara pekerja dengan 
pengusaha/pelaku usaha usai, karena hubungan kerjanya sudah terputus. 
PHK ada berbagai jenis diantaranya PHK yang dilakukan oleh pengusaha, 
PHK atas permintaan pekerja, PHK yang pustus demi hukum, dan PHK 
yang dilakukan oleh pengadilan. Perlindungan dan penyelesaian 
permasalahannya mengacu pada pengaturan yang berlaku, jadi ketika 
akan melakukan PHK mekanismenya harus diawali dengan perundingan 
bipartit antara pengusaha dan pekerja yang akan di PHK tersebut. Jika 
hasil perundingan antara kedua pihak sepakat melaakukan PHK maka 
dibuatlah Perjanjian Bersama (PB). Jika tidak ada kesempatan maka 
untuk penyelesaian masalah tersebut baru dilimpahkan ke instansi terkait 
seperti Dinas Tenaga Kerja untuk ditindaklanjuti. 
Perlindungan terhadap pekerja secara filosofis muncul karena 
posisi pekerja lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Sehingga 
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kekuatan bargainingnnya juga lemah. Maka perlu kehadiran aparat 
pemerintah untuk memberikan agar tidak diperlakukan semena-mena oleh 
pelaku usaha. Perlindungan yang paling mendasar yaitu dengan dibuatnya 
aturan dan undang-undang yang harus ditaati oleh pengusaha maupun 
pekerja. Seperti pengaturan mengenai pengupahan, program BPJS 
Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan. Disisi lain, dinas tenaga kerja juga 
berperan dalam mengarahkan pekerja untuk memenuhi kewajibannya 
dalam aturan yang ada di peraturan perusahaan. Sehingga hak dan 
kewajiban dapat dipenuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
Jenis Perlindungan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan 
Perindustrian Kota Surakarta terhadap tenaga kerja yang di PHK: 
a. Perlindungan tenaga keja atas PHK yang dilakukan oleh pengusaha 
Sebagai contoh, dalam khasus PHK yang terjadi karena kesalahan 
pekerja terdapat kategori kesalahan ringan seperti pelanggaran disiplin 
dan kesalahan berat seperti melakukan tindak pidana  dan melakukan 
hal yang merugikan perusahaan. Jika pekerja masih melakukan 
kesalahan ringan maka pekerja tidaj boleh langsung di PHK. Jadi 
terhadap pekerja itu diberikan perlindungan berupa pemberian surat 
peringatan dari perusahaan terlebih dahulu. Surat Peringatan 1 (SP 1) 
masa berlakunya hingga enam bulan. Ketika pekerja telah diberikan 
SP 1 namun masih melakukan pelanggaran, maka pekerja diberi Surat 
Peringatan 2 (SP 2). Jika dalam jangka waktu enam bulan masih 
melakukan pelanggaran maka pekerja diberi Surat Peringatan 3 (SP 
3). Ketika telah diberi surat peringatan hingga tiga kali namun pekerja 
masih melakukan pelanggaran lagi maka dapat diasumsikan bahwa itu 
merupakan suatu tindakan yang disengaja dan terhadap pekerja 
tersebut dapat dilakukan PHK oleh pengusaha. 
Setelah terjadi PHK, kedua pihak tetap harus melalui mekanisme 
perundingan bipartit. Dalam hal PHK karena kesalahan ringan, 
pekerja berhak atas pesangon dan penghargaan masa kerja mana kala 
masa kerja telah mencapai tiga tahun. Pekerja juga berhak atas ganti 
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rugi berupa perumahan, pengobatan, dan perawatan sebesar 15% (lima 
belas persen) dari jumlah pesangon dan penghargaan masa kerja. 
Selain itu terdapat ganti rugi lain seperti hak cuti yang belum diambil 
dapat diganti dengan uang. Ada pula ongkos pulang yang khusus 
diberikan kepada pekerja yang melakukan mutasi. Hal-hal tersebut 
merupakan bentuk perlindungan terkait dengan hak-hak pekerja. 
Sedangkan untuk PHK yang terjadi karena kesalaham berat, 
sanksinya telah diatur dalam Pasal 158 UU Ketenagakerjaan. Namun 
pasal tersebut telah di Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi 
karena Pasal 158 dianggap tidak memenuhi asas praduga tidak 
bersalah (presumption of innosence), sehingga pasal tersebut tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh sebab itu, ketika pekerja 
melakukan tindak pidana harus ada vonis dari pengadilan yang 
mempunyai kekuatan hukum tetap dahulu untuk dapat dilakukan 
PHK. Kecuali dalam hal pekerja yang bersangkutan ditahan sehingga 
tidak bisa melakukan hubungan kerja paling lama enam bulan, maka 
pengusaha dapat melakukan PHK. Ketika pekerja ditahan maka 
pekerja tidak berhak atas upah namun yang menjadi tanggungannya 
berhak atas tunjangan. Sehingga meskipun di PHK karena melakukan 
kesalahan berat, pekerja harus diperlakukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  
Lain halnya dalam PHK yang terjadi karena perusahaan pailit. 
Suatu perusahaan dapat dikatakan pailit jika sudah ada pernyataan dari 
pengadilan. Meskipun dalam undang-undang telah dijelaskan bahwa 
pemenuhan hak pekerja yang di PHK harus tetap dilakukan dan 
didahulukan, namun dalam kenyataannya orang yang mengajukan 
pailit biasanya meminta bagiannya terlebih dahulu. Berbeda halnya 
jika perusahaan menuju kearah pailit atau dalam UU Ketenagakerjaan 
dikatakan jika perusahaan mengalami kerugian selama dua tahun 
terakhir maka diperbolehkan melakukan PHK dengan memberikan 
pesangon sebanyak satu kali. Namun jika perusahaan tidak pailit atau 
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dalam kondisi normal melakukan efisiensi maka jumlah pesangonnya 
dikalikan dua. Selain itu juga diberikan ganti rugi dan sebagainya. 
b. Perlindungan tenaga keja yang di PHK atas permintaan pekerja 
Terhadap pekerja yang mengundurkan diri tetap diberikan uang 
penggantian hak dan diberikan uang pisah yang besarnya dan 
pelaksanannya disesuaikan dengan yang sudah diatur dalam perjanjian 
kerja, peratuaran perusahaan atau perjanjian kerja bersama. 
c. Perlindungan tenaga keja atas PHK yang putus demi hukum 
PHK yang putus demi hukum dapat terjadi karena pekerja 
pensiun atau pekerja meninggal dunia. Terhadap pekerja yang di PHK 
karena memasuki usia pensiun maka tidak berhak mendapatkan uang 
pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak 
apabila pengusaha telah menyertakan pekerja dalam program pensiun 
yang iurannya dibayar oleh pengusaha. Namun bila besarnya jaminan 
pensiun yang diterima lebih kecil dari jumlah pesangon, uang 
penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak maka pengusaha 
wajib membayar kekurangannya. Dalam hal PHK karena pekerja 
meninggal maka pengusahaha memberikan uang sebesar dua kali uang 
pesangon, satu kali uang penghargaan masa kerja, dan uang 
penggantian hak kepada ahli warisnya.  
d. Perlindungan tenaga keja atas PHK yang dilakukan oleh pengadilan 
Terhadap pekerja yang di PHK karena melakukan tindak pidana, 
pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan 
bantuan kepada keluarga pekerja yang menjadi tanggungannya dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.  
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta hanya bisa 
melakukan tugasnya secara langsung ketika permasalahan PHK sudah 
sampai di tingkat dinas yaitu pada saat mediasi. Menurut informasi yang 
didapat dari Bapak Toto Santosa, pihak Dinas Tenaga Kerja dan 
Perindustrian Kota Surakarta tidak hanya menyelesaikan pemasalahan 
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PHK di perusahaan, tetapi juga menangani penyelesaian permasalahan 
PHK yang ada di rumah makan, yayasan maupun perusahaan nirlaba 
lainnya. selama tempat itu mempekerjakan orang dengan memberikan 
upah sebagai imbalan jasa maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 
Kota Surakarta bertanggungjawab menangani penyelesaian permasalahan 
PHK tersebut. Proses mediasi ini dilakukan oleh tim khusus yaitu orang 
yang sudah memiliki sertifikasi menjadi mediator hubungan industrial dari 
Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi. Berdasarkan struktur 
organisasi Dinas Tenaga Kerja dan perindustrian Kota surakarta, yang 
bertugas menjadi mediator hanya tiga orang dari Bidang Hubungan 
Industrial, Kesejahteraan Pekerja, dan Jaminan Sosial  yaitu Bapak Toto 
Santosa, Ibu Listyaningsih, dan Bapak Gurun Sarwono.  
Proses mediasi juga dilakukan sesuai dengan peraturan undang-
undang. Meskipun undang-undang secara tegas menyatakan bahwa PHK 
semaksimal mungkin harus dihindari, namun jika terpaksa dilakukan harus 
melalui mekanisme yang telah diatur. Adapun mekanisme mediasi dalam 
penyelesaian PHK di Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta adalah sebagai 
berikut: 
a. Pencatatan Perselisihan PHK di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 
Kota Surakarta 
Pencatatan perselisihan dilakukan secara langsung oleh salah satu 
pihak yang merasa dirugikan, biasanya oleh pihak pekerja karena 
perselisihan melalui bipartit antara pihak pengusaha dan pekerja di 
tingkat perusahaan tidak tercapai kesepakatan. Pencatatan perselisihan 
PHK di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta dimulai 
dengan petugas pencatat meneliti kelengkapan berkas pengaduan yang 
meliputi Surat permohonan penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial, risalah perundingan bipartit, dan Surat pengajuan perundingan 
bipartit.  
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b. Penawaran Penyelesaian Perselisihan PHK oleh Kepala Sub Dinas 
Bidang Hubungan Industrial, Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan 
Sosial  yaitu Bapak Winoto 
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta dalam 
menyelesaikan perselisihan, menawarkan kepada pihak yang 
berselisih untuk menggunakan penyelesaian secara konsiliator dan 
bila salah satu pihak menolak tawaran tersebut atau tidak menjawab 
Surat penawaran Penyelesaian Perselisihan, maka Dinas Tenaga Kerja 
dan Perindustrian Kota Surakarta secara otomatis melimpahkan berkas 
perselisihan PHK kepada mediator, dengan Surat perintah tugas yang 
ditanda tangani oleh Bapak Winoto, selaku Kepala Sub Dinas Bidang 
Hubungan Industrial, Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial. 
c. Penelitian Berkas Perselisihan 
d. Panggilan kepada Para Pihak 
Mediator dalam waktu kurang dari 1 (satu) minggu, mediator harus 
sudah memanggil para pihak yang berselisih yaitu pihak pengusaha 
dan pihak pekerja. Panggilan tersebut dalam bentuk Surat Undangan 
untuk hadir dalam proses mediasi atau pemerantaraan. Sehingga 
sidang mediasi dapat dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 
kerja sejak menerima pelimpahan tugas untuk menyelesaikan 
perselisihan PHK. Untuk menetapkan jadwal sidang mediasi 
selanjutnya tergantung oleh mediator atau bisa dirundingkan pada 
pelaksanaan sidang pertama kepada para pihak yang berselisih. Tidak 
ada sanksi yang tegas apabila salah satu pihak tidak hadir dalam 
sidang mediasi karena sidang mediasi dapat tercapai bila ada 
kesepakatan antara para pihak yang berselisih yaitu pengusaha dan 
pekerja. 
e. Pelaksanaan sidang mediasi 
Sidang mediasi dilakukan untuk mengupayakan penyelesaian 
perselisihan secara musyawarah untuk mufakat. Para pihak  yang 
diminta keterangan oleh mediator guna penyelesaian perselisihan 
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PHK, wajib memberikan keterangan termasuk membukakan buku dan 
memperlihatkan Surat-surat yang diperlukan, tetapi dalam hal 
keterangan yang diperlukan oleh mediator terkait dengan seseorang 
karena jabatanya harus menjaga kerahasiaan, maka mediator wajib 
merahasiakan semua keterangan yang dimaksud artinya keterangan 
yang disampaikan oleh pihak pekerja tidak boleh diberitahukan 
kepada pihak pengusaha begitu pun sebaliknya keterangan yang 
disampaikan oleh pihak pengusaha tidak boleh diberitahukan oleh 
pihak pekerja. 
Dalam melakukan kegiatan menengahi jalanya proses penyelesaian 
perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), mediator harus 
tunduk sepenuhnya pada kesepakatan yang telah dibuat oleh para 
pihak yang berselisih. Karena kesepakatan tersebut akan menjadi 
pedoman bagi mediator dalam menengahi penyelesaian perselisihan 
yang diserahkan kepadanya tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan 
oleh seorang mediator untuk menghasilkan suatu penyelesaian yang 
dapat diterima dapat berbeda antara antara satu kasus dengan kasus yang 
lain. Namun fungsi mediator adalah sama, yaitu membantu pihak-pihak 
yang berselisih mencapai kompromi atau penyelesaian yang dapat 
diterima oleh kedua belah pihak dengan mengemukakan alasan-alasan 
penting dan persuasi. Dalam prakteknya biasanya sidang mediasi yang 
kedua sudah tercapai kesepakatan bersama dengan membuat Perjanjian 
Bersama. 
f. Hasil mediasi 
Hasil yang dicapai mediator dalam menyelesaikan perselisihan 
PHK yaitu: 
1) Surat Perjanjian Persama 
Penyelesaian kasus PHK yang dapat di selesaikan di tingkat 
mediasi, maka selanjutnya mediator membantu membuat Perjanjian 
bersama secara tertulis selambat-lambatnya tiga hari kerja sejak 
anjuran disetujui para pihak (pengusaha dan pekerja/ buruh) yang 
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kemudian ditandatangani oleh para pihak yang sepakat dengan 
perjanjian bersama itu dan disaksikan oleh mediator. Perjanjian 
Bersama ini apabila disetujui mempunyai kekuatan mengikat bagi 
para pihak (pengusaha dan pekerja/ buruh) yang membuatnya, 
jika salah satu pihak mengingkari dapat diajukan ke Pengadilan 
Hubungan Industrial atau Pengadilan Negeri setempat dimana 
pihak-pihak membuat perjanjian. 
2) Surat Anjuran 
Penyelesaian kasus PHK yang tidak dapat diselesaikan di 
tingkat mediasi atau tidak tercapai kesepakatan antara para pihak 
yang berselisih, maka mediator membuat Surat anjuran secara 
tertulis. Surat anjuran itu berisi pendapat pertimbangan mediator 
dan anjuran mediator yaitu berupa kompensasi yang harus di 
lakukan/ dibayar oleh pihak pengusaha akibat adanya PHK yang 
dilakukan pengusaha misalnya berupa uang pesangon, uang 
penghargaan masa kerja, uang ganti rugi pengobatan, upah selama 
proses berdasarkan undang-undang yang berlaku dan masa kerja. 
Sifat anjuran yang diberikan oleh mediator tidak mengikat bagi 
para pihak, artinya boleh diterima boleh tidak. 
g. Membuat Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
Mediator harus menyusun risalah setiap pertemuan atau sidang-
sidang mediasi, baik yang selesai maupun tidak sebagai bahan 
pelaporan dan pertanggungjawabannya juga sebagai bahan bagi 
Pengadilan Hubungan Industrial, bila tidak tercapai kesepakatan pada 
tingkat mediasi. Laporan itu disampaikan kepada Bupati/ walikota 
yang diselesaikan ditingkat kabupaten/ Kota. Risalah Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial  memuat nama lengkap dan alamat 
para pihak, tanggal dan tempat perundingan, pokok masalah atau 
alasan perselisihan, pendapat para pihak, serta kesimpulan dan hasil 
perundingan.  
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h. Membuat Nota Dinas atau Laporan Hasil Mediasi 
Setelah membuat Risalah penyelesaian perselisihan PHK, maka 
mediator melanjutkan dengan membuat Nota Dinas atau laporan hasil 
mediasi yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial yaitu Ibu Listyaningsih, dan 
ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta yaitu 
Bapak Agus Sutrisno dengan perihal laporan penanganan kasus 
Perselisihan PHK. Nota Dinas berisi laporan tentang telah 
dilakukannya sidang mediasi, laporan daftar hadir sebagai bukti telah 
dilakukannya sidang mediasi, dan laporan tentang terjadinya 
kesepakatan bersama antara kedua pihak yang berselisih atau laporan 
bahwa penyelesaian di tingkat mediasi mengalami jalan buntu/gagal. 
Menurut Bapak Toto Santosa, selaku pembimbing penelitian yang 
di tunjuk oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta di peroleh informasi 
bahwa pelaksanaan Perjanjian Bersama bisa dilakukan saat tercapainya 
kesepakatan bersama itu juga, apabila pengusaha telah menyiapkan uang 
kompensasi untuk pekerja berkaitan dengan adanya PHK. Namun, bila 
pengusaha belum menyiapkan uang kompensasi untuk pekerja, maka 
pihak pengusaha diberi waktu dua atau tiga hari untuk melaksanakan 
Perjanjian Bersama tersebut. Karena batas waktu pelaksanaan Perjanjian 
Bersama paling lambat 3 (tiga) hari setelah tercapainya kesepakatan 
bersama. Perjanjian Bersama dilaksanakan di ruang sidang Sub Dinas 
Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial Jalan 
Slamet Riyadi Nomor 306 Surakarta. Mediator meminta bahwa uang 
kompensasi tidak boleh diangsur dan harus dilakukan atau dibayar 
sekaligus pada hari itu juga atau pada waktu yang telah ditetapkan 
bersama. 
Di dalam prakteknya setelah tercapai kesepakatan dan dibuat 
perjanjian bersama para pihak yang berselisih yaitu pihak pengusaha dan 
pihak pekerja tidak mendaftarkan perjanjian bersama tersebut di 
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat. 
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Karena para pihak yang berselisih sudah melaksanakan subtansi dari 
perjanjian bersama yang disaksikan oleh mediator. 
Sedangkan dalam pembuatan surat anjuran, mediator berpedoman 
pada undang-undang yang berlaku dan masa kerja. Surat anjuran harus di 
jawab oleh kedua belah pihak paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja 
setelah menerima anjuran. Sifat anjuran yang diberikan oleh mediator 
tidak mengikat bagi para pihak, artinya boleh diterima boleh tidak. 
Dalam hal para pihak tidak menjawab anjuran secara tertulis 
maka para pihak dianggap menolak anjuran, selanjutnya mediator 
mencatat dalam buku perselisihan hubungan industrial bahwa 
perselisihan PHK tidak dapat diselesaikan melalui mediasi dan 
melaporkan kepada pejabat yang memberi penugasan yaitu Kepala Sub 
Dinas Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan 
Sosial Bapak Winoto, bahwa penyelesaian pada tingkat mediasi 
mengalami jalan buntu atau gagal. Selanjutnya akan dilanjutkan ke 
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat. 
 
2. Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Terhadap Pekerja atas 
Pemutusan Hubungan Kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan 
Perindustrian Kota Surakarta 
Berdasarkan hasil wawancara dipatkan data dan informasi bahwa 
perlindungan terhadap pekerja atas PHK oleh Dinas Tenaga Kerja dan 
Perindustrian Kota Surakarta dipengaruhi oleh beberapa faktor. 
Diantaranya dipengaruhi peraturan undang-undang yang ada sebagai 
pedoman oleh Dinas dalam menyelesaikan perselisihan. Selama ini 
pengaturan mengenai PHK dan penyelesaiannya diatur dalam UU 
Ketenagakerjaan dan UU PPHI. Dalam UU Ketenagakerjaan mengatur 
mengenai tata cara PHK, hak-hak yang diperoleh pekerja setelah di PHK, 
dan sanksi bagi yang melanggar aturan mengenai PHK. Sedangkan 
dalam UU PPHI mengatur mengenai tata cara penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial termasuk perselisihan PHK melalui proses 
52 
 
 
 
penyelesaian bipartit, mediasi, arbitrasi, konsiliasi, dan melalui 
pengadilan hubungan industrial. Selain itu adanya perjanjian atara 
pekerja dan pengusaha juga dapat menjadi dasar dalam penyelesaian 
perselisihan yang ada. Perjanjian kerja bersama antara pengusaha dan 
pekerja sangat penting dan dinilai sebagai kesepakatan untuk 
menghindari hal-hal yang dapat merugikan para pihak. Jika ada 
perselisihan maka penyelesaiannya lebih mudah. 
Dalam hal aparat atau petugas yang terlibat dalam penyelesaian 
perselisihan PHK pada proses mediasi di dinas Tenaga Kerja dan 
Perindustrian Kota Surakarta adalah staff Bidang Hubungan Industrial, 
Kesejahteraan Pekerja, dan Jaminan Sosial yang berjumlah 3 orang yaitu 
Toto Santosa, Listyaningsih, dan Gurun Sarwono. Ketiganya telah 
memiliki sertifikasi menjadi mediator hubungan industrial dari 
Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi. Sehingga pelaksanaan 
proses mediasi penyelesaian perselisihan PHK hanya dilakukan oleh 
petugas tertentu yang telah berpengalaman dan menguasai di bidangnya. 
Namun dengan banyaknya kasus PHK maupun perselisihan hubungan 
industrial yang terjadi dan ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja dan 
Perindustrian Kota surakarta, jumlah petugas mediator yang ada dirasa 
masih kurang. Jadi selama ini setiap kasus yang masuk ke proses mediasi 
akan dibagi dan ditangani oleh dua orang mediator. Tentu saja saat 
banyak kasus yang masuk, maka petugas tidak bisa fokus pada satu kasus 
yang ditangani.  
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta juga telah 
memiliki dan menyediakan ruangan khusus yang digunakan saat 
perundingan dalam proses mediasi. Sehingga para pihak yang terlibat 
dapat langsung hadir ke dinas untuk berunding.  
Perlindungan terhadap pekerja yang di PHK juga dapat terwujud 
apabila para pihak yaitu pengusaha dan pekerja melaksanakan hak dan 
kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagian besar dari kasus 
PHK yang ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota 
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Surakarta, banyak pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya. 
Sebagai contoh, dalam kasus yang terjadi di RM Bakso Kadipolo-Dapur 
Solo Group yang melakukan PHK terhadap karyawannya yang telah 
bekerja 11 tahun. Pihak pengusaha tidak memberikah hak-hak kepada 
karyawan yang di PHK berupa uang pesangon, uang tunjangan hari raya,  
dan upah atau gaji pada bulan ramadhan selama 11 tahun. Dalam proses 
mediasi jika tidak terjadi kesepakatan antara kedua pihak, dinas sebagai 
pihak mediator hanya bisa membuat anjuran kepada pengusaha untuk 
memnuhi kewajibannya sehingga hak pekerja dapat dipenuhi dan 
perlindungan dapat terlaksana. Kondisi yang sering terjadi yaitu 
pengusaha acuh dan beranggapan bahwa posisi pengusaha lebih tinggi 
sehingga lalai dalam pemenuhan hak pekerja. Pengusaha juga 
menganggap bahwa pekerja adalah beban produksi. Ditambah lagi 
dengan tidak adanya perjanjian kerja, pengetahuan pekerja yang minim, 
dan kurang paham mengenai hak apa saja yang seharusnya diperoleh. 
Pemikiran dalam masyarakat yang menganggap bahwa pekerja adalah 
sesuatu yang lemah dan lebih rendah sering menyebabkan pelaksanaan 
perlindungan terhadap pekerja menjadi terhambat.  
 
B. PEMBAHASAN 
1. Analisis Bentuk Perlindungan Terhadap Pekerja atas Pemutusan 
Hubungan Kerja 
Berdasarkan data yang diperoleh bahwa bentuk dan pelaksanaan 
perlindungan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta 
terhadap pekerja yang di PHK berupa perlindungan terhadap hak-hak dan 
kepentingan pekerja yang dirugikan karena PHK. Perlindungan terhadap 
pekerja muncul karena posisi pekerja dianggap lebih lebih lemah 
dibandingkan dengan pengusaha. Perlindungan terhadap kepentingan 
pekerja menjadi amat penting karena suatu kepentingan merupakan 
sasaran hak, bukan karena kepentingan dilindungi hukum namun juga 
karena adanya pengakuan terhadap itu. Hak yang dimaksud tidak hanya 
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mengandung unsur perlindungan dan kepentingan tetapi juga unsur 
kehendak. Berkaitan dengan fungsi hukum dalam memberikan 
perlindungan, hukum dibutuhkan manusia berdasarkan produk penilaian 
manusia dalam menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan 
martabat manusia agar dapat menjalani kehidupannya sesuai dengan 
harkat dan martabatnya (Lili & B., 1994:64). 
 Hak-hak yang dilindungi saat terjadi PHK adalah hak terkait 
pengupahan. Hal ini sesuai dengan perlindungan ekonomis dalam teori 
perlindungan terhadap pekerja yang dikemukakan oleh Imam Soepomo. 
Perlindungan ekonomis yaitu perlindungan terhadap tenaga kerja yang 
berkaitan dengan penghasilan. Perlindungan ini meliputi usaha yang 
dilakukan untuk memberikan penghasilan yang cukup bagi kebutuhan 
hidup pekerja dan keluarganya. Hal yang menjadi dasar yaitu mengenai 
imbalan kerja/upah yang didapat oleh pekerja. Dalam rangka memberikan 
perlindungan ekonomis, maka kebutuhan terhadap aturan tentang 
pengupahan menjadi penting (Imam Soepomo, 2003:164).  
Pemerintah dalam hal ini berkepentingan menyelaraskan bentuk 
upah yang layak dengan menetapkan aturan tentang pengupahan. Selain 
itu dalam Pasal 1 ayat (30) UU Ketenagakerjaan juga telah menegaskan 
bahwa upah merupakan hak pekerja. Salah satu tanggung jawab negara 
untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada pekerja 
diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan program jaminan sosial yang 
diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang 
terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Program jaminan 
terkait bidang ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS 
Ketenagakerjaan meliputi; Jaminan kecelakaan kerja; Jaminan hari tua; 
Jaminan pensiun; dan Jaminan kematian. 
Pemenuhan hak pekerja atas upah merupakan upaya  meningkatkan  
kesejahteraan dalam  hidupnya. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI tahun 1945 
juga telah menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sehingga dapat dikatakan 
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bahwa perlindungan hak pekerja atas upah merupakan bentuk 
pelaksanaan hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan teori perlindungan 
hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo bahwa Perlindungan 
hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang 
dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan pada masyarakat 
agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 
Perlindungan hukum juga diartikan sebagai suatu upaya untuk melindungi 
masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh 
penguasa yang tidak bertindak sesuai dengan aturan hukum serta 
mewujudkan ketertiban sehingga manusia dapat melakukan kegiatan 
sesuai dengan harkat dan martabatnya (Satjipto Rahardjo, 2000:53). 
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta yang tidak 
hanya menangani penyelesaian permasalahan PHK yang ada di 
perusahaan namun juga menangani penyelesaian permasalahan PHK yang 
terjadi di rumah makan, toko-toko, yayasan, maupun perusahaan nirlaba 
lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 150 UU 
Ketenagakerjaan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-
undang ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan 
usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik 
persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik 
negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai 
pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau 
imbalan dalam bentuk lain. 
Berdasarkan Pasal 151 ayat (1) UU Ketenagakerjaan bahwa 
Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, 
dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan 
hubungan kerja. Sehingga PHK tidak dapat dilakukan secara langsung 
melainkan harus dilakukan upaya-upaya untuk menghindarinya. 
Perlindungan terhadap hak-hak pekerja yang diberikan berbeda 
berdasarkan jenis PHK yang dilakukan. Menurut UU ketenagakerjaan 
terdapat empat jenis PHK, yaitu: 
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a) PHK yang dilakukan oleh pengusaha; 
PHK yang dilakukan oleh pengusaha dapat terjadi dalam beberapa 
hal. Pertama, PHK karena pekerja melakukan kesalahan berat yang 
diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Kejahatan berat 
yang dimaksud dapat berupa tindak pidana atau tindakan yang 
merugikan perusahaan. Namun pasal tersebut telah di Judicial Review 
oleh Mahkamah Konstitusi karena Pasal 158 dianggap tidak 
memenuhi asas praduga tidak bersalah (presumption of innosence), 
sehingga pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
Oleh sebab itu, ketika pekerja melakukan tindak pidana harus ada 
vonis dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dahulu 
untuk dapat dilakukan PHK. Kedua, PHK karena pekerja melanggar 
disiplin yang diatur dalam Pasal 161 UU Ketenagakerjaan. Ketiga, 
PHK karena penggabungan perusahaan atau pailit yang diatur dalam 
Pasal 163 dan 165 UU Ketenagakerjaan. Keempat, PHK karena 
perusahaan tutup. Kelima, PHK karena perusahaan melakukan 
eisiensi. Keenam, PHK karena pekerja mangkir lima hari kerja 
berturut-turut yang diatur dalam Pasal 168 UU Ketenagakerjaan.  
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta dalam hal ini 
berperan dalam membantu pemenuhan hak-hak pekerja yang di PHK 
tersebut. Hak-hak yang harus dipenuhi berupa uang pesangon, uang 
penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Selain itu dalam 
hal PHK yang dilakukan oleh pengusaha karena pekerja melanggar 
disiplin, maka harus dipastikan bawa pengusaha melakukan PHK 
kepada pekerja yang bersangkutan setelah diberikan surat peringatan 
pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.  
b) PHK atas permintaan pekerja; 
PHK tersebut dapat terjadi ketika pekerja mengudurkan diri seperti 
yang diatur dalam Pasal 162 UU Ketenagakerjaan. Dinas Tenaga 
Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta dalam hal ini berperan 
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membantu pemenuhan hak pekerja berupa uang penggantian hak-hak 
dan uang pisah.  
c) PHK yang putus demi hukum;  
PHK yang putus demi hukum dapat terjadi karena pekerja pensiun 
seperti yang diatur dalam Pasal 167 UU Ketenagakerjaan dan pekerja 
meninggal dunia yang diatur dalam Pasal 166 UU Ketenagakerjaan. 
Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta 
berperan membantu pemenuhan hak pekerja berupa uang pesangon, 
uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Bagi 
pekerja yang pensiun pengusaha wajib membayar kekurangan jika 
besarnya uang pensiun ternyata lebih kecil dari jumlah uang pesangon. 
Bagi pekerja yang meninggal dunia, harus dipastikan bahwa 
pengusaha menyerahkan uang pesangon kepada ahli warisnya.  
d) PHK yang dilakukan oleh pengadilan.  
PHK ini dapat terjadi saat pekerja melakukan tindak pidana dan 
menyebabkan pekerja ditahan. Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan 
Perindustrian Kota Surakarta harus membantu pemenuhan hak 
keluarga yang menjadi tanggungannya. 
 
Apabila PHK terpaksa dilakukan pelaksanannya tetap harus 
melalui mekanisme yang telah diatur serta tetap memperhatikan dan 
melindungi hak-hak pekerja yang di PHK. Seperti yang telah disebutkan 
dalam Pasal 151 ayat (2) dan (3) UU Ketenagakerjaan bahwa: 
(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan 
hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan 
hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat 
pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila 
pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat 
pekerja/serikat buruh. 
(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya 
dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh 
setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial. 
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Berdasarkan data yang diperoleh bahwa mekanisme mediasi di 
Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta dalam menyelesaikan perselisihan 
PHK harus diawali dengan penyelesaian para pihak, yaitu penyelesaian 
secara bipartit antara para pihak di tingkat perusahaan. Hal ini sudah 
sesuai dengan Pasal 3 UU PPHI. Di dalam Pasal 3 tersebut disebutkan 
bahwa perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesainya 
terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk 
mencapai mufakat. Artinya undang-undang telah menentukan secara 
tegas bahwa setiap perselisihan yang terjadi baik perselisihan hak, 
perselisihan kepentingan, maupun peselisihan PHK antara pekerja dan 
pengusaha harus diselesaikan sendiri oleh pihak-pihak yang berselisih, 
sebelum menempuh jalur penyelesaian yang lainnya sebab tanpa adanya 
campur tangan dari pihak yang lain sehingga diharapkan mampu 
mendapatkan hasil yang menguntungkan bagi kedua pihak. Penyelesaian 
bipartit harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak dimulainya 
perundingan. Apabila pada jangka waktu tersebut belum mencapai 
kesepakatan, perundingan bipartit dianggap gagal dan salah satu pihak  
atau kedua pihak kemudian mencatatkan perselisihannya kepada instansi 
yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan setempat dengan 
melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui 
perundingan bipartit telah dilakukan. 
Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPHI 
bahwa dalam hal perundingan bipartit gagal, maka salah satu atau kedua 
pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang 
bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan 
melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui 
perundingan bipartit telah dilakukan. Namun dalam pelaksanaan sehari-
hari proses penyelesaian PHK yang diajukan ke Dinas Tenaga Kerja dan 
Perindustrian Kota Surakarta oleh pengusaha atau pekerja atau buruh 
untuk meminta penyelesaian perselisihan PHK dengan proses mediasi 
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sering tidak disertakan hasil perundingan secara bipartit. Jika hal tersebut 
dibiarkan, maka akan menghambat proses penyelesaian PHK karena hal 
tersebut tentu akan memakan waktu yang lama dan berlarut-larut. Jika 
tidak disertai hasil perundingan secara bipartit maka petugas administrasi 
teknis harus menanyakan terlebih dahulu sudah dilaksanakan secara 
bipartit atau belum, jika sudah diharapkan membuat hasil perundingan 
dan melampirkan bukti bahwa upaya penyelesaian secara bipartit telah 
dilakukan. Jika belum diselesaikan secara bipartit maka masalahnya 
harus dikembalikan terlebih dahulu untuk diselesaikan secara bipartit dan 
hasil perundingan tersebut agar dicantumkan, sehingga sesuai dengan UU 
PPHI Pasal 4 ayat (1) dan (2). 
Di dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPHI disebutkan setelah menerima 
pencatatan atau pengaduan dari salah satu atau para pihak yang 
berselisih, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta 
wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih untuk 
menyelesaikan masalah PHK melalui konsiliasi sudah dilakukan oleh 
Kepala Sub Dinas Bidang Hubungan Industrial, Kesejahteraan Pekerja, 
dan Jaminan Sosial yaitu Bapak Winoto, S.Sos., tapi dalam waktu 7 
(tujuh) hari kerja para pihak tidak memilih penyelesaian secara konsiliasi 
atau maka Bapak Winoto, selaku Kepala Sub Dinas Bidang Hubungan 
Industrial, Kesejahteraan Pekerja, dan Jaminan Sosial melimpahkan 
penyelesaian perselisihan kepada mediator untuk menyelesaiakan 
perselisihan PHK dengan Surat perintah tugas. Hal ini telah sesuai 
dengan Pasal 4 ayat (4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 
Mediator sebagai pihak ketiga yang netral yang tidak memiliki 
kewenangan mengambil keputusan, serta berfungsi sebagai pihak yang 
memfasilitasi para pihak yang berkepentingan untuk mencapai 
kesepakatan. Mediator harus memenuhi syarat-syarat yang tertulis dalam 
Pasal 9 UU PPHI. Dalam proses sidang mediasi yang tercapai 
kesepakatan bersama, maka mediator membantu membuat Perjanjian 
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Bersama secara tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang 
berselisih dan disaksikan oleh mediator. Sedangkan untuk yang tidak 
tercapai kesepakatan bersama, mediator mengelurkan anjuran secara 
tertulis kepada para pihak dan anjuran tersebut harus dijawab oleh para 
pihak dalam waktu selambat-lambatnya sepuluh hari kerja dan para pihak 
yang tidak menjawab anjuran tertulis, maka para pihak dianggap 
menolak anjuran, kemudian mediator mencatat dalam buku perselisihan 
bahwa perselisihan PHK tidak dapat diselesaikan melalui mediasi dan 
melaporkan kepada pejabat yang memberi penugasan. Hal ini juga telah 
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 UU PPHI.  
Dalam menyusun anjuran tertulis, Dinas Tenaga Kerja dan 
perindustrian Kota Surakarta memperhatikan hak-hak pekerja yang 
diperoleh akibat adanya PHK. Hal itu sudah sesuai dengan ketentuan 
dalam Pasal 156 ayat (1) bahwa dalam hal terjadi pemutusan hubungan 
kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang 
penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya 
diterima. Mengenai perhitungan uang pesangon diatur dalam Pasal 156 
ayat (2) sebagai berikut: 
a) Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah; 
b) Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 
2 (dua) bulan upah; 
c) Masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 
3 (tiga) bulan upah; 
d) Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) 
tahun, 4 (empat) bulam upah; 
e) Masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) 
tahun, 5 (lima) bulan upah; 
f) Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) 
tahun, 6 (enam) bulan upah; 
g) Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) 
tahun, 7 (tujuh) bulan upah; 
61 
 
 
 
h) Masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) 
tahun, 8 (delapan) bulan upah; 
i) Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah. 
Mengenai perhitungan uang penghargaan masa kerja diatur dalam 
Pasal 156 ayat (3) sebagai berikut: 
a) Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) 
tahun, 2 (dua) bulan upah; 
b) Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) 
tahun, 3 (tiga) bulan upah; 
c) Masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua 
belas) tahun, 4 (empat) bulan upah; 
d) Masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 
(lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah; 
e) Masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 
(delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah); 
f) Masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 
(dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah; 
g) Masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 
(dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah; 
h) Masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) 
bulan upah. 
Mengenai ketentuan uang penggantian hak yang harusnya diterima 
diatur dalam Pasal 156 ayat (4), meliputi: 
a) Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; 
b) Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya 
ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja; 
c) Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 
15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang 
penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat; 
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d) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan 
perusahaan atau perjanjian kerja bersama. 
Pada intinya, mediator dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 
Kota Surakarta berperan penting saat pembuatan surat Perjanjian Bersama 
maupun surat Anjuran. Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip 
fundamental dalam penyelesaian perselisihan PHK ini. Tetapi apabila 
dalam sidang mediasi sulit ditemui kata sepakat, maka Mediator 
memberikan opsi-opsi atau pilihan-pilihan yang diambil dari keterangan 
para pihak pada saat sidang yang kemudian diserahkan kepada para pihak 
kembali apakah akan menyetujui atau tidak atas pilihan-pilihan yang 
diberikan.  Prinsip inilah yang menjadi dasar bagi pelaksanaan Perjanjian 
Bersama. Prinsip-prinsip kebebasan hanya akan bisa direalisasikan 
manakala ada kesepakatan dari para pihak. Sebagai tindak lanjut dari hasil 
kesepakatan mediasi sekaligus merupakan langkah yang wajib 
dilaksanakan oleh para pihak.  
Pelaksanaan Perjanjian Bersama bisa dilakukan saat tercapainya 
kesepakatan bersama itu juga, apabila pengusaha telah menyiapkan uang 
kompensasi untuk pekerja berkaitan dengan adanya PHK. Namun, bila 
pengusaha belum menyiapkan uang kompensasi untuk pekerja, maka 
pihak pengusaha diberi waktu dua atau tiga hari untuk melaksanakan 
Perjanjian Bersama tersebut. Karena batas waktu pelaksanaan Perjanjian 
Bersama paling lambat 3 (tiga) hari setelah tercapainya kesepakatan 
bersama. Mediator meminta bahwa uang kompensasi tidak boleh diangsur 
dan harus dilakukan atau dibayar sekaligus pada hari itu juga atau pada 
waktu yang telah ditetapkan bersama. Sehingga pemenuhan hak terhadap 
pekerja yang di PHK akan terjamin.  
Di dalam prakteknya setelah tercapai kesepakatan dan dibuat 
perjanjian bersama para pihak yang berselisih yaitu pihak pengusaha dan 
pihak pekerja tidak mendaftarkan perjanjian bersama tersebut di 
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat. 
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Karena para pihak yang berselisih sudah melaksanakan subtansi dari 
perjanjian bersama yang disaksikan oleh mediator. 
Jika para pihak tidak menemui kata sepakat, maka Mediator 
mengeluarkan Surat anjuran. Surat anjuran dapat berubah menjadi 
Perjanjian Bersama manakala anjuran tersebut disepakati oleh masing-
masing pihak, dan perselisihan diangggap sudah selesai. Apabila anjuran 
tertulis tidak disetujui para pihak, maka salah satu pihak atau kedua 
belah pihak dapat menaikkan masalah tersebut ke Pengadilan Hubungan 
Industrial. Seperti tercantum dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2004 disebutkan bahwa dalam jangka waktu 
selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak anjuran tertulis disetujui, 
Mediator harus sudah selesai membantu para pihak membuat Perjanjian 
Bersama. Kenyataannya, setelah anjuran tertulis dikeluarkan oleh 
Mediator, dalam jangka waktu paling lambat 10 hari sejak Surat anjuran 
diterima, para pihak hanya memberikan jawaban saja, tetapi lewat 
jangka waktu 3 hari setelah para pihak memberikan jawaban, para pihak 
atau salah satu pihak tidak mengajukan permohonan ke Mediator untuk 
dibuatkan Perjanjian Bersama, sehingga dapat disimpulkan bahwa Surat 
anjuran tidak disepakati para pihak. Sedangkan apabila Surat Anjuran 
dapat diterima para pihak maka perlindungan terhadap hak pekerja lebih 
terwujud secara utuh. Karena isi dalam Surat Anjuran telah sesuai 
dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang dan masa kerja 
pekerja.  
Dengan adanya pengaturan dan peran serta dari Dinas Tenaga Kerja 
dan Perindustrian Kota Surakarta dalam proses mediasi maka 
penyelesaian perlselisihan PHK menjadi cepat serta hak-hak dan 
kepentingan pekerja yang di PHK menjadi terpenuhi. Hal itu sesuai 
dengan fungsi hukum yang hadir dalam masyarakat untuk 
mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang dapat bersinggungan 
satu sama lain. Pengkoordinasian tersebut dilakukan dengan cara 
membatasi serta melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. 
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Sedangkan cara hukum melindungi kepentingan seseorang yaitu dengan 
memberikan kekuasaan untuk bertindak dalam memenuhi 
kepentingannya tersebut. Serta pemberian kekuasaan tersebut dilakukan 
secara terukur keluasannya (Satjipto Raharjo, 2000:53).  
 
2. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Terhadap 
Pekerja atas Pemutusan Hubungan Kerja  
Keberadaan suatu lembaga seperti Dinas Tenaga Kerja dan 
Perindustrian Kota Surakarta yang melaksanaan perlindungan hukum 
terhadap tenaga kerja yang di PHK memiliki peranan penting dalam 
upaya mewujudkan fungsi hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan 
kemanfaatan bagi masyarakat. Pelaksanaan perlindungan terhadap 
pekerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, faktor undang-
undang (hukum), faktor penegak hukum (aparat), faktor sarana dan 
prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.  
Hal yang menjadi pendukung dalam praktik pelaksanaan 
perlindungan terhadap pekerja yang di PHK oleh Dinas Tenaga Kerja 
berdasarkan data yang diperoleh yaitu faktor hukum. Berdasarkan faktor 
hukum yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono 
Soekanto, penyelenggaraan hukum merupakan proses penyerasian antara 
nilai dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. 
Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu berjalanannya 
Undang-Undang tersebut dalam masyarakat, seperti penerbitan peraturan, 
penyelesaian pertikaian dan sebagaianya sehingga dapat mengiring 
masyarakat berkembang (Soerjono Soekanto, 1983:42).  
Selama ini pengaturan mengenai PHK, perlindungan pekerja yang 
di PHK, dan penyelesaiannya diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan UU 
PPHI. Dalam UU Ketenagakerjaan mengatur mengenai jenis-jenis PHK, 
hak-hak yang diperoleh pekerja setelah di PHK, dan sanksi bagi yang 
melanggar aturan mengenai PHK. Sedangkan dalam UU PPHI mengatur 
mengenai tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial 
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termasuk perselisihan PHK melalui proses penyelesaian bipartit, mediasi, 
arbitrasi, konsiliasi, dan melalui pengadilan hubungan industrial. Kedua 
Undang-Undang tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan anjuran 
pada proses mediasi penyelesaian perselisihan PHK. Selain itu adanya 
perjanjian atara pekerja dan pengusaha juga dapat menjadi dasar dalam 
penyelesaian perselisihan yang ada. Perjanjian kerja bersama antara 
pengusaha dan pekerja sangat penting dan dinilai sebagai kesepakatan 
untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan para pihak. Jika ada 
perselisihan maka penyelesaiannya lebih mudah. 
Selain itu hal lain yang mendukung pelaksanaan perlindungan 
terhadap pekerja yaitu faktor sarana dan fasilitas. Berdasarkan faktor 
sarana dan fasilitas yang mempengaruhi penegakan hukum menurut 
Soerjono Soekanto, sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup 
tenaga manusia yang berpendidikan terampil, organisasi yang baik, 
peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Tanpa 
adanya sarana dan fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan 
hukum akan berlangsung dengan lancar (Soerjono Soekanto,1983:42). 
Petugas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota surakarta yang 
menangani kasus penyelesaian perselisihan PHK telah memiliki 
pendidikan yang cukup serta pengalaman dan sertifikasi dari 
Kementerian Tenaga Kerja. Pihak dinas juga telah menyediakan ruangan 
khusus yang digunakan sebagai tempat berunding dalam proses mediasi 
untuk menyelesaikan perselisihan PHK.  
Hal yang menjadi hambatan dalam praktik pelaksanaan 
perlindungan terhadap pekerja yang di PHK oleh Dinas Tenaga Kerja 
dan Perindustrian Kota Surakarta berdasarkan data yang diperoleh yaitu 
dipengaruhi oleh faktor penegak hukum (aparat). Berdasarkan faktor-
faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono 
Soekanto, fungsi hukum, sikap, dan kepribadian aparat penegak hukum 
memiliki peranan yang penting. Jika suatu peraturan sudah baik, tetapi 
kualitas petugas kurang baik, maka akan menimbulkan masalah 
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(Soerjono Soekanto,1983:42).  Berkaitan dengan kualitas penegak hukum 
tidak terdapat masalah dikarenakan semua pegawai yang bertugas 
menjadi mediator dalam penyelesaian perselisihan PHK telah memiliki 
pendidikan dan pengalaman yang cukup serta telah memiliki sertifikasi 
dari Kementerian Tenaga Kerja. Namun berkaitan dengan kuantitas 
penegak hukumnya, kurangnya jumlah aparat atau pegawai yang menjadi 
mediator dan manangani penyelesaian perselisihan PHK yang ada 
menjadi hambatan. Jumlah mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan 
Perindustrian Kota Surakarta tergolong relatif kecil yaitu tiga orang. Hal 
itu menyebabkan pegewai memiliki tugas yang rangkap dalam 
menangani perselisihan PHK yang kasusnya cukup banyak. Seperti pada 
tahun 2018 berdasarkan hasil penelitian diketahui jumlah kasus PHK 
yang masuk dan ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 
Kota Surakarta sebanyak 66 kasus. Dengan keadaan tersebut muncul 
kemungkinan bahwa petugas tidak melaksanakan tugasnya dengan 
sempurna, meskipun selama ini petugas telah menjalankan tugas sesuai 
dengan fungsinya.  
Selain itu hal lain yang menjadi hambatan adalah faktor 
masyarakat. Dalam hal ini pengusaha kerap menjadi faktor penghambat 
dalam perlindungan terhadap pekerja yang di PHK. Faktor masyarakat 
dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum 
berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam 
masyarakat. Undang-undang yang bagus tidak menjamin terlaksananya 
hukum apabila kesadaran dan kepatuhan masyarakat tidak mendukung 
pelaksananaan undang-undang tersebut (Soerjono Soekanto,1983:42). 
Berdasarkan hasil penelitian, banyak pengusaha yang tidak 
melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak pekerja. Dalam proses 
mediasi jika tidak terjadi kesepakatan antara kedua pihak, dinas sebagai 
pihak mediator hanya bisa membuat anjuran kepada pengusaha untuk 
memnuhi kewajibannya sehingga hak pekerja dapat dipenuhi dan 
perlindungan dapat terlaksana. Kondisi yang sering terjadi yaitu 
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pengusaha acuh dan beranggapan bahwa posisi pengusaha lebih tinggi 
sehingga lalai dalam pemenuhan hak pekerja. Pengusaha juga 
menganggap bahwa pekerja adalah beban produksi. Ditambah lagi 
dengan tidak adanya perjanjian kerja, pengetahuan pekerja yang minim, 
dan kurang paham mengenai hak apa saja yang seharusnya diperoleh. 
Pemikiran dalam masyarakat yang menganggap bahwa pekerja adalah 
sesuatu yang lemah dan lebih rendah sering menyebabkan pelaksanaan 
perlindungan terhadap pekerja menjadi terhambat. Selain itu munculnya 
banyak perusahaan raksasa baru yang didukung kemajuan teknologi yang 
pesat yang merubah ciri masyarakat dari yang semula masyarakat agraris 
menjadi masyarakat industri. Perubahan tersebut juga berdampak pada 
perubahan perusahaan dari yang bersikap jujur dan bertanggungjawab 
menjadi suka melanggar hukum dan hanya meraih keuntungan sebagai 
ambisi.  
Berdasarkan hal yang telah dijelaskan maka dapat dikatakan bahwa 
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja yang di PHK 
merupakan bentuk perwujudan penegakan hukum yang merupakan upaya 
mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan 
kebenaran. Penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para 
penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi 
tugas dari setiap orang. Berdasarkan hal tersebut maka perlu kehadiran 
aparat pemerintah seperti Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota 
Surakarta untuk memberikan perlindungan agar tidak diperlakukan 
semena-mena oleh pelaku usaha.  
Perlindungan yang paling mendasar yaitu dengan dibuatnya aturan 
dan undang-undang yang harus ditaati oleh pengusaha maupun pekerja. 
Seperti pengaturan mengenai pengupahan, program BPJS 
Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan. Disisi lain, Dinas Tenaga Kerja 
dan Perindustrian Kota Surakarta juga berperan dalam mengarahkan 
pekerja untuk memenuhi kewajibannya dalam aturan yang ada di 
peraturan perusahaan. Sehingga hak dan kewajiban dapat dipenuhi dan 
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dilaksanakan sebagaimana mestinya, serta fungsi hukum untuk 
mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian 
hukum dapat terwujud. 
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BAB IV 
SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 
Simpulan dari penulisan hukum (skripsi) ini adalah: 
1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa  
PHK diatur dalam Pasal 150 sampai Pasal 172 UU Ketenagakerjaan. 
Pengaturan mengenai PHK tersebut merupakan pelaksanaan dari 
Pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwa pembangunan 
ketenagakerjaan bertujuan memberikan perlindungan kepada tenaga 
kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Dimana perlindungan yang 
diberikan berupa perlindungan atas upah pesangon yang didapat oleh 
pekerja yang di PHK. Perlindungan tersebut juga termasuk 
perlindungan ekonomis seperti yang dikemukakan oleh Imam 
Soepomo. Selain itu, diketahui bahwa masih banyak PHK yang tidak 
dapat diselesaikan secara bipartit sehingga perlu peran dari Dinas 
Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta dalam proses 
tripartit/mediasi yang sebagian besar menghasilkan kesepakatan 
berupa Perjanjian Bersama dalam penyelesaiannya.  
2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa 
faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan terhadap pekerja atas 
pemutusan hubungan kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan 
Perindustrian Kota Surakarta yaitu: Pertama, faktor undang-undang 
(hukum) dimana UU Ketenagakerjaan dan UU PPHI dalam 
praktiknya sudah cukup menjadi pedoman dalam penyelesaian 
perselisihan PHK. Kedua, faktor penegak hokum (aparat) yang dirasa 
jumlahnya masih kurang karena hanya berjumlah tiga orang untuk 
menangani kasus yang cukup banyak. Ketiga, faktor sarana dan 
fasilitas yang telah tersedia dan mendukung kelancaran pelaksanaan 
mediasi penyelesaian perselisihan PHK. Keempat, faktor masyarakat 
dalam hal ini kesadaran dan tanggung jawab  pengusaha yang masih 
kurang dalam pemenuhan hak-hak pekerja yang di PHK. 
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B. Saran  
 Setelah mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap 
pekerja atas pemutusan hubungan kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan 
Perindustrian Kota Surakarta, beberapa saran yang dapat Penulis berikan 
adalah: 
1. Bagi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surkarta sebaiknya; 
a. Secara efektif melakukan pembinaan kepada para pihak agar 
penyelesaian PHK dapat dilakukan secara bipartit sehingga 
masalah tidak berlarut-larut dan pekerja dapat segera menerima 
haknya; 
b. Melakukan penambahan jumlah mediator serta meningkatkan 
koordinasi dengan penyidik dalam menangani penyelesaian 
perselisihan PHK;  
c. Lebih memberikan pertimbangan serta opsi-opsi yang mengacu 
pada pemenuhan hak-hak pekerja yang di PHK saat melakukan 
mediasi; dan 
d. Melakukan sosialisasi kepada para pihak untuk memberitahu 
mengenai aturan atau pedoman PHK yang harus dilakukan dan hak 
pekerja yang didapat saat terjadi PHK. 
2. Bagi pengusaha sebaiknya; 
a. Memberikan pelatihan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri 
bagi karyawan yang akan diputus hubungan kerjanya sehingga 
pekerja mempunyai pegangan setelah mereka resmi di PHK dari 
perusahaan dan mengurangi pengangguran; 
b. Lebih menyadari kewajibannya dalam memenuhi hak pekerja yang 
di PHK dan melaksanakan apa yang telah disepakati dalam 
perjanjian bersama sehingga dapat tercapai mediasi yang efektif, 
efisien, cepat, dan murah. 
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